PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN FISIK

DI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN by PRASETYO, HARRY
 
 
i 
 
 
 
 
SKRIPSI 
 
PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI 
MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN FISIK 
DI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN 
 
Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1) 
 untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi  
Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Pancasakti Tegal 
 
Oleh : 
Nama :  HARRY PRASETYO 
NPM : 2115500025 
 
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL 
2019 
 
 
ii 
 
 
PERNYATAAN KEASLIAN 
 
 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama  :  HARRY PRASETYO 
NPM   
 
 
:  2115500025 
Jenjang  :  Strata Satu (S1) 
Menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul PERAN KEPALA DESA 
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK 
PEMBANGUNAN FISIKD 
I KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGANadalah 
benar – benar hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian 
yang dirujuk sumbernya. 
Apabila dikemudian hari ditemukan plagiat atau meniru hasil penelitian 
orang lain yang tingkat kemiripannya 90% dan muncul permasalahan terkait 
penelitian yang telah saya lakukan. Maka saya bertanggung jawab terhadap 
keseluruhan SKRIPSI ini. 
 
 
 
iii 
 
 
 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan 
penuh kesadaran. 
 
       Tegal,    Juli 2019 
 
 
       HARRY PRASETYO 
       2115500025 
 
 
 
PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI 
MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN FISIK 
DI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN 
 
Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1) 
untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
 
Tegal, 23 Juli 2019 
Telah disetujui oleh, 
 
 
 
iv 
 
Dosen Pembimbing I 
 
 
 
 
 
Drs. Djoko Suyono, M.Si 
NIPY.2451891956 
Dosen Pembimbing II 
 
 
 
 
 
Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si 
NIPY.16952681974 
Mengetahui, 
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
 
 
 
 
 
 
Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si 
NIPY.16952681974 
  YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGL 
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (Terakreditasi 
B) 
Jl. Halmahera KM. 1 Tegal Telp (0283) 323290 
 
PENGESAHAN 
 
PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI 
MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN FISIK 
DI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN 
 
Telah dipertahankan dalam sidang terbuka skripsi Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal 
Pada hari : Selasa 
Tanggal  : 23 Juli 2019 
 
1. Ketua Dewan Penguji : Dra. Hj. Sri Sutjiatmi, M.Si        (                           ) 
    NIP.196305271988032001 
 
 
 
v 
 
 
 
MOTTO 
“Selalu ada Allah untuk orang yang sabar”. (Q.S. Al-Anfal: 66)  
“Kegagalan terjadi karena terlalu banyak berencana tapi sedikit berfikir‟‟ 
“Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang”. 
(William J. Siegel)  
“Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya, hiduplah seakan kau akan mati 
hari ini” (James Dean)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vi 
 
 
 
PERSEMBAHAN 
 
 Skripsi yang telah selesai ini tentu mengalami suka maupun duka di dalam 
proses pembuatan dan penyusunannya, maka dari itu peneliti ingin 
mempersembahkan karya ilmiah ini untuk : 
1. Allah SWT sebagai rasa syukur atas kekuasaan dan perlindungan-Nya, 
telah memberikan hidayah dan karomah serta kesehatan dan semangat 
dalam menyusun skripsi ini dari awal hingga akhir. 
2. Bapak, Ibu, Kakak dan Adik saya tercinta, Sebagai tanda bukti, hormat, 
dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini    
kepada Bapaku tersayang ( Efendi Aryanto), Ibuku tersayang (Chasmirah) 
kakaku tersayang ( Widhi Eko Prasetyo ) dan adiku tersayang ( Muh. Ryan 
Ferdiansyah) yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan 
cinta kasih yang tiada terhingga yang selalu membuatku termotivasi dan 
selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakan, selalu menasihatiku 
menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak, Ibu, Kakak, dan adik. 
3. Kekasihku tersayang “Trimadani Dita Pratiwi” sebagai tanda cinta 
kasihku, aku persembahkan karya kecil ini buatmu. Terima kasih atas 
kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberiku 
semangat, motivasi dan inspirasi yang tiada henti dalam menyelesaikan 
tugas akhir ini. Terima kasih „‟CINTA‟‟. 
 
 
vii 
 
4. Semua Dosen dan Dekan FISIP tanpa terkecuali yang sudah menjadi 
sumber inspirasi dan motivasi bagi pelaksanaan dan selesainya penelitian 
ini . 
5. Teman-teman FISIP angkatan 2015 terimakasih banyak untuk  bantuannya 
dan kerja samanya selama ini teman, sukses untuk kita semua 
6. Teman-tema kos AKC (Anak Kos Ceria) Alfi, Irvan, Fizar, Imam, Yasin, 
Fahmi, Sena, Rara, Laras, Putri, Risa, Eli Munirawanti dll yang sudah 
menjadi alumni kosan, terima kasih canda tawamu selama ini yang selalu 
ada ketika menemani lembur dalam proses penyusunan skripsi ini. 
7. Semua pihak terkait yang turut membantu dan mendukung 
terselesaikannya skripsi ini dari awal hingga akhir. 
   
 
 
viii 
 
  
ABSTRAK 
 
Nama Prasetyo, Harry. NPM 2115500025. 2019. Peran kepala desa dalam 
meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunanfisik di kecamatan 
kesesi kabupaten pekalongan.Skripsi, Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti 
Tegal. Pembimbing I : Drs. Djoko Suyono. M.Si dan Pembimbing II : Agus Setio 
Widodo. M.Si 
Penelitian ini bertujuan ingin mendeskripsikan peran kepala desa dalam 
meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunanfisik di kecamatan 
kesesi kabupaten pekalongan dan jugaingin mendeskripsikan faktor-faktor apa 
saja yang menghambat serta solusi kepala desa dalam meningkatkan partisipasi 
masyarakat untuk pembangunanfisik di kecamatan kesesi kabupaten pekalongan. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, 
yaitu tipe penelitian yang berusaha mendiskripsikan secara jelas tentang Peran 
kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk 
pembangunanfisikdi kecamatan kesesi kabupaten pekalongan.Adapun teori yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran menurut Suharto (2006:32). 
Hasil penelitian menggambarkan bahwa peran kepala desa dalam 
meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunanfisik di kecamatan 
kesesi kabupaten pekalongan berjalan dengan baik dan lancar tetapi ada aspek 
yang perlu di perbaiki. Selain itu juga ada beberapa hambatan yaitu sebagai 
berikut: a. bentuk swadaya uang, masyarakat beranggapan bahwa sudah banyak 
bantuan-bantuan dari pemerintah pusat yang sangat besar dan bantuan dari 
dewanb. Masyarakat belum bisa untuk menjaga dan memelihara dari 
pembangunan yang sudah ada c. Sarana prasarana ekonomi di mana setiap desa 
belum memiliki pasar desa dan bank desa d. Kemudian untuk desa watupayung 
dan srinahan belum memiliki poliklinik desa. 
Kata Kunci   : Peran kepala desa, Partisipasi, pembangunan 
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ABSTRACT 
 
 NamePrasetyo, Harry. NPM 2115500025. 2019.  Action of the headman 
enhancing the society’s participation for development physical in Kesesi, 
Pekalongan. A thesis, Faculty of Government Science, Pancasakti University 
Tegal. Adviser I: Drs. Djoko Suyono. M.Si and Adviser II: Agus Setio Widodo. 
M.Si. 
 The aim of this study is to describe the headman action in society’s 
participation enhancement in Kesesi, Pekalongan district and also to describe 
what factors do obstruct and the solution of the headman in enhancing society’s 
participation in Kesesi, Pekalongan district. 
 Type of this study is qualitative description, the study that clearly 
describes of the headman action in enhancing society’s participation for 
development physical in Kesesi, Pekalongan distict. This theory according to 
Suharto (2006:32). 
 The reult of this study is the headman action in enhancing society’s 
participation for developmentphysical in Kesesi, Pekalongan district was going in 
order however there was some aspects were needed a fixation. Besides, the other 
obstructions are: a. In the form of self-help money, the community considers that 
there has been a lot of assistance from the central government which is very large 
and assistance from the board b. The community has not been able to protect and 
maintain the existing developmentc. Means of economic infrastructure where each 
village does not yet have a village market and village bank d.Then for the villages 
of Watupayung and Srinahan, they do not yet have a village clinic. 
Keyword: the headman actin, partipation, developmentphysical. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
I.1.  Latar Belakang  
Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, pengertian desa berdasarkan  pasal 1 ayat 1 Desa adalah desa dan desa adat 
atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik 
Indonesia. 
Adapun pemerintahan desa berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang - Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah 
desa. Kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dibantu oleh 
perangkat desa dan BPD, dalam menjalankan tugas yang cukup berat maka kepala 
desa selalu bekerja sama dengan aparatur desa dan BPD dalam bidang 
pembangunan fisik desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 
Sedangkan kepala desa dalam menjalankan tugas pembangunan fisik desa juga 
selalu melibatkan partisipasi masyarakat desa. 
Pembangunan fisik akan dinilai berhasil jika pembangunan tersebut 
membawa sebuah perubahan kesejahteraan pada masyarakat. Oleh karena itu 
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dalam pelaksanaan pembangunan fisik partisipasi masyarakat sangat 
mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan fisik itu sendiri. 
Menurut Tjokroamidjojo (1992) mengartikan partisipasi sendiri sebagai 
keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan 
pembangunan yang dilakukan pemerintah.  
Partisipasi dipahami sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses 
pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan 
pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, 
pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses 
mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi, 2007:27). 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa antara lain meliputi 
partisipasi anggaran, tenaga serta masukan pemikiran. Hamijoyo (2007) dan 
(Pasaribu dan Simanjuntak,  2005:11) mendefinisikan partisipasi sebagai berikut: 
a. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-
usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. 
b. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang di berikan dalam bentuk tenaga 
untuk pelaksanaan usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu 
program. 
c. Partisipasi buah pikiran adalah sumbangan berupa ide,pendapat atau buah 
pikiran konstruktif,baik untuk menyusun program atau untuk 
memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya 
dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan 
kegiatan yang diikutinya. 
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Peran kepala desa dalam menjalankan tugas pembangunan fisik desa di 
Kecamatan Kesesi khususnya Desa Srinahan, Desa Watupayung dan Desa 
Krandon berdasarkan  fenomena yang ada di lapangan, dari segi pembangunan 
fisik yang ada di Desa Krandon, Desa Watupayung dan Desa Srinahan Kecamatan 
Kesesi Kabupaten Pekalongan masih belum mencapai harapan yang di inginkan 
masyarakat, masih ada pembangunan fisik yang belum tereselesaikan seperti pada 
desa Krandon, pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan jalan yang 
rusak, sementara itu di desa Watupayung jalan utama dan drainase masih rusak 
parah, kerusakan tersebut disebabkan oleh galian yang ada di desa tersebut, dan 
desa Srinahan masih ada pembangunan fisik yang belum terselesaikan yaitu 
pembangunan pembuatan lumbung desa. Selain itu program – program 
pembangunan yang ada di ketiga desa belum terlaksanakan secara optimal dan 
maksimal. Maka perlu keterlibatan atau pentingnya partisipasi masyarakat yang 
tinggi, berdasarkan pengamatan peneliti, tingkat partisipasi masyarakat yang ada 
di Desa Krandon, Desa Watupayung dan Desa Srinahan Kecamatan Kesesi 
Kabupaten Pekalongan dalam pembangunan fisik masih rendah, dimana setiap 
ketiga desa tersebut mempunyai masalah yang berbeda di Desa Srinahan 
partisipasi masyarakat di bidang swadaya dalam bentuk uang sangat rendah, ini 
dilatar belakangi oleh alasan masyarakat yang menyebutkan bahwa anggaran yang 
di keluarkan pemerintah pusat untuk desa sangatlah besar, kemudian di Desa 
Watupayung partisipasi di bidang swadaya, tenaga, dan buah pikiran sangat 
rendah, sedangkan untuk desa Krandon tingkat partisipasi di bidang swadaya dan 
tenaga juga rendah hal ini disebabkan karena rasa gotong royong yang sudah 
luntur bagi masyarakat desa. 
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Menurut kepala desa Watupayung Bapak Sukardi dan kepala desa 
Krandon Bapak Imam Seh Waluyo S. Pd mengatakan bahwa tingkat partisipasi 
masyarakat masih sangat rendah, hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya 
partisipasi dalam bentuk materi atau uang serta swadaya masyarakat, disini 
terlihat persoalan yang menghambat pembangunan di desa tersebut, seperti 
kurangnya untuk partisipasi tenaga dalam hal ini bentuk gotong royong masih 
sangat minim, hanya beberapa sebagian pemuda yang ikut terlibat dalam 
partisipasi tersebut. Indikasi lainya yaitu kurangnya masukan atau saran-saran dan 
ide-ide dari masyarakat dalam usaha untuk membangun wilayah desanya. 
Tak jauh berbeda dengan apa yang telah dituturkan oleh Bapak Cokro A, 
Md bahwa partisipasi untuk swadaya juga masih rendah, masyarakat beranggapan 
bahwa dana desa yang di berikan pemerintah pusat sudah banyak sehingga tidak 
mau mengeluarkan uang untuk desa. 
Kemudian diperkuat dari portal berita warta desa menyebutkan bahwa 
kerusakan jalan desa Watupayung dan Krandon Kecamatan Kesesi Kabupaten 
Pekalongan menjadi perhatian Bupati Pekalongan. Kepala desa Watupayung 
Sukardi mengatakan jalan desa yang rusak di desanya sudah pernah diperbaiki 
sebelumnya baik dengan makadam ataupun cor, akan tetapi tidak kuat dan rusak 
lagi. Hal ini disebabkan karena masih adanya proses lalu lalang dum truck untuk 
galian tanah di desanya yang terletak di dukuh Rowowungu, dengan luasan sekitar 
10 Ha. Kepala desa Watupayung menuturkan bahwa lalu lalang kegiatan ini juga 
berimbas pada sarana prasarana jalan yang ada di salah satu dusun desa Krandon 
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. 
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Sumber : https://www.wartadesa.net/dampak-proyek-tol-jalan-desa-watupayung-
kesesi-segera-diperbaiki/ 
Adapun portal berita yang lain menyebutkan bahwa lantaran mengalami 
kerusakan cukup berat pada poros Jalan Desa Watupayung – Desa Krandon, 
Kecamatan Kesesi, warga meminta untuk segera di lakukan perbaikan. Sebab 
jalan tersebut merupakan jalan penghubung dua desa tersebut. Hal itu terungkap 
dalam reses anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Daerah Pilihan III. Dalam 
reses untuk menyerap aspirasi warga tersebut dihadiri oleh sejumlah warga. 
Selain jalan poros, adapula yang menyampaikan pemasangan Penerangan 
Jalan Umum (PJU). Karena selama ini jalan tersebut masih minim penerangan 
sehingga rawan akan tindak kriminalitas, apalagi jalan tersebut adalah jalur utama. 
Untuk pertanian juga warga meminta supaya saluran irigasi diperhatikan, karena 
selama ini air sangat dibutuhkan petani. Sehingga dengan saluran baik maka air 
bias lancar dan muaranya hasil panen petani ikut bagus. 
Sumber : https://radarpekalongan.co.id/26538/anggota-dprd-reses/  
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik mengajukan 
judul PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN FISIK DI KECAMATAN 
KESESI KABUPATEN PEKALONGAN. 
  
6 
 
 
 
I.2 Rumusan Masalah. 
Menurut Pariata Westra ( 1981 : 263 ) bahwa Suatu masalah yang terjadi 
apabila seseorang berusaha mencoba suatu tujuan atau percobaannya yang 
pertama untuk mencapai tujuan itu hingga berhasil. Sedangkan menurut Sutrisno 
Hadi ( 1973 : 3 ) Masalah adalah kejadian yang menimbulkan pertanyaan kenapa 
dan kenapa. 
Secara sederhana, masalah dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana 
adanya ketidaksesuaian kehendak dan kenyataan. Adapun identifikasi permalahan 
dalam penelitian ini adalah : 1. Pembangunan fisik desa yang belum sesuai 
dengan harapan masyarakat, 2. Peran kepala desa belum maksimal, 3. Partisipasi 
masyarakat masih rendah, 4. Pendidikan masyarakat masih rendah, 5. Masyarakat 
merasa cepat puas, 6. Swadaya masyarakat rendah, 7. Usia produktif masyarakat 
rendah. 
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti tertarik mengajukan 
beberapa pokok persoalan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi 
masyarakat untuk pembangunan fisik di kecamatan kesesi kabupaten 
pekalongan?  
2. Apa saja faktor penghambat serta solusi dari kepala desa dalam 
meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan fisik di 
kecamatan kesesi kabupaten pekalongan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang di atas maka, tujuan yang ingin di capai dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Ingin mendeskripsikan peran kepala desa dalam meningkatkan 
partisipasi masyarakat untuk pembangunan fisik di kecamatan kesesi 
kabupaten pekalongan. 
2. Ingin mendeskripsikan Faktor-faktor apa saja yang menghambat kepala 
desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan 
fisik di kecamatan kesesi kabupaten pekalongan. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat antara lain sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini sebagai sumber informasi bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan yang 
berkaitan dengan partisipasi masyarakat untuk pembangunan fisik. 
Bagi para peneliti lainnya yang ingin memperluas bidang kajian pada 
penelitian lanjutan 
2. Manfaat Praktis 
Manfaat praktis penelitian ini antara lain : 
1) Bagi peneliti sebagai pengetahuan dan wawasan dibidang 
Pemerintah serta sebagai sarana untuk mengumpulkan dan 
mengelola data penyusunan skripsi guna memenuhi salah satu syarat 
mencapai gelar S1. 
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2) Bagi Pemerintah Desa Krandon, Desa Watupayung dan Desa 
Srinahan  Sebagai tolak ukur dalam meningkatkan partisipasi 
masyarakat untuk pembanguanan fisik di Kecamatan Kesesi 
Kabupaten Pekalonga
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan 
untuk menjelaskan maslah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam 
penelitian, agar dapat diketahui bagaiman hubungan dan dimana posisi 
pengetahuan yang telah ada, perlu adanya ulasan terhadap bahan-bahan pustaka 
yang relevan dengan topik masalah yang di angkat untuk memungkinkan pembaca 
meningkatkan cakrawalanya dari segi tujuan dan hasil penelitian. 
II.1. Kerangka Teori 
Kerangka teori merupakan pola pikir yang digunakan sebagai sumber untuk 
memecahkan masalah. Sebelum melangkah lebih lanjut peneliti akan 
mengemukakan terlebih dahulu beberapa pengertian teori. Teori menurut 
Sugiyono (2015 : 81 ) adalah suatu konseptualisasi yang umum dan diperoleh 
melalui jalan yang sistematis serta dapat diuji kebenarannya. Menurut Ridwan 
(2010 : 30) landasan teori adalah teori-teori relevan yang dapat digunakan untuk 
menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, sebagai dasar untuk memberi 
jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan serta penyusunan 
instrumen penelitian. 
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Adapun dari pengertian teori diatas, maka peneliti mengajukan teori sebagai 
berikut : 
II.1.1 Penelitian Terdahulu 
 Penelitian terdahulu merupakan suatu kajian tentang beberapa penelitian 
yang pernah dilakukan berkenaan dengan objek serta pokok permasalahan yang 
sekiranya memiliki hubungan yang erat dengan penelitian yang akan dilakukan. 
 Dalam hal ini penelitian Sartika Rifka Sumampaow,pada bulan maret 
tahun 2015 tentang  peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 
untuk pembangunan desa Koha Timur Kecamatan Mandolang Kabupaten 
Minahasa. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sumber 
data diperoleh dari data primer yaitu dengan cra melakukan wawancara dengan 
seorang informen, dan data sekunder yang diperoleh dari arsip-arsip dan 
dokumen-dokumen kantor desa. Hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa 
peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk 
pembangunan desa antara lain pembangunan fisik dan nonfisik seperti dana 
anggaran yang masih kurang dimana kebutuhan masyarakat sangat besar 
sementara kemampuan pemerintah dalam hal anggaran terbatas dan SDM (sumber 
daya manusia) yang masih minim menunjukan lemahnya tingkat SDM (sumber 
daya manusia). Faktor pendukungnya adalah inisiatif-inisiatif dan sumber daya 
alam. 
 Sedangkan penelitian berikutnya terkait penelitian judul ini adalah: 
Peranan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 
untukpembangunan desa (studi kasus di kantor desa margorejo kecamatan 
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parengan kabupaten tuban) oleh Erwan Subandi. Hasil penelitian ini menjelaskan 
agar pembangunan nasional dapat mewujudkan cita-cita seperti yang di inginkan 
oleh bangsa indonesia, maka di perlukan adanya keterlibatan seluruh elemen 
bangsa secara proporsiona. Di era globalisasi sekarang ini fenomena 
pembangunan dihadapkan pada permasalahan yang semakin kompleks, maka dari 
itu untuk mewujudkan konsep masyarakat yang adil dan makmur berdsarkan 
pancasila Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah suatu hal yang mudah dalam 
pelaksanaannya. Salah satu yang sangat menarik untuk di teliti adalah Peranan 
Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipas Masyarakat Untuk Pembangunan 
Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
peranan yang dilakukan oleh Kepala Desa Margorejo dalam meningkatkan 
partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa dan masalah-masalah yang di 
hadapi oleh Kepala Desa Margorejo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 
untuk pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
jenis deskriptif. Fokus penelitiannya yaitu : 1) Peranan Kepala Desa dalam 
meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa, 2) Bagaimana 
partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa, 3) Masalah – masalah yang di 
hadapai Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk 
pembangunan desa. Sedangkan yang di hadapi oleh Kepala Desa dalam  
meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa meliputi: kendala 
internal dan eksternal. Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa tingkat 
pendapatan dan pendidikan yang di miliki oleh suatu masyarakat akan 
mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam pembangunan desa. 
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II.1.2 Pemerintahan Desa 
Menurut peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan 
pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 2 
dijelaskan bahwaPemerintahan Desaadalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesi. 
Pemerintahan desa adalah unsur penyelenggara desa, pemerintah desa 
terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah desa mempunyai tugas 
pokok : 
1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, 
pembangunan dan pembinaan masyarakat. 
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan 
pemerintah kabupaten. 
Adapun wewenang pemerintahan desa antara lain: 
1. Menyelenggarakan musyawarah desa untuk membicarakan masalah-
masalah penting yang menyangkut pemerintahan desa dan kehidupan 
masyarakat desanya. 
2. Melakukan pungutan dari penduduk desa berupa iuran atau sumbangan 
untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan 
memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 
3.  Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan. 
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II.1.3   Peran 
 Kata peran lazim di artikan mengambil bagian atau turut aktif dalam 
mengambil suatu kegiatan. Soekanto (2013:212-213) mendifinisikan peran 
sebagai proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak 
dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. 
Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu 
pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung 
pada yang lain dan sebaliknya. Peranan mencangkup tiga hal yaitu: 
1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau   
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 
rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 
kehidupan bermasyarakat. 
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan 
oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi 
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 
bagi struktur sosial masyarakat. 
Menurut riyadi(2002:138) peran dapat di artikan sebagai orientasi dan 
konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan 
peran tersebut sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku 
sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga di artikan sebagai tuntunan 
yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu,  tanggung jawab 
danlainnya ). Dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan 
14 
 
 
 
yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam 
mengorganisasi. 
Adapun peran yang dikemukakan oleh suharto (2006:32) yaitu : 
1. Peran sebagai suatu kebijakan, yaitu kebijakan kepala desa dalam 
pelaksanaan pembangunan. 
2. Peran sebagai stategi, yaitu strategi yang digunakan oleh kepala 
desa untuk pelaksanaan pembangunan desa dan mendapatkan 
dukungan/partisipasi dari masyarakat. 
3. Peran sebagai alat komunikasi, yaitu di gunakan sebagai instrumen 
atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam 
proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan. 
Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil 
maupun besar yang semuanya menjalankan berbagai peran. Menurut Dougherty 
dan Pritchard (dalam Bauer 2003:56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran 
itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan 
pengamat terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi 
dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran (role 
perception). 
Pembagian peran menurut soekanto (2001 : 243) peran dibagi menjadi tiga 
yaitu sebagai berikut: 
1) Peran Aktif  
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Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena 
kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti 
pengurus, pejabat, dan lain sebagainya. 
2) Peran partisipatif  
peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok 
kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat 
berguna bagi kelompok itu sendiri. 
3) Peran pasif 
Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, 
dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan 
kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan 
baik. 
Lebih lanjut R.Meredith Belbin ( Heinemam,1981) menyarakan suatu 
klasifikasi alternatif tipe-tipe peran dan menyatakan suatu penegasan penting 
bahwa orang-orang berguna yang perlu dimiliki oleh kelompok kerja adalah 
orang-orang yang memiliki kekuatan dan kelemahan yang melayani suatu 
kebutuhan tanpa harus meniru yang telah ada. Kelompok-kelompok kerja adalah 
masalah tentang keseimbangan yang dibutuhkan bukan individu-individu yang 
sangat seimbang, tetapi individu-individu yang cukup seimbang satu sama lain. 
II.1.4 Kepala Desa 
Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa yang berlaku dalam sistem Pemerintahan Indonesia,bahwa Kepala Desa 
adalah kepala Pemerintahan Desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan 
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Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa 
danPemberdayaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Maka salah satu 
tugas seorang Kepala Desa adalah Melaksanakan Pembangunan. 
Menurut peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan 
pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 3 
dijelaskan bahwa kepala desa atau yang disebut dengan pemerintah desa adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul 
dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan salah satu tugas kepala desa adalah 
urusan pembangunan yang antara lain pemberdayaan masyarakat dalam 
menyediakan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa,irigasi desa 
dan infrastruktur lainnya. 
Salah satu tugas dari Kepala Desa adalah pemberdayakan masyarakat, 
Secara konseptual, pemberdayaan (empowernment) berasal dari kata „power‟ 
(kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan 
dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan 
dihungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu malakukan apa 
yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan 
menunjuk padakemampuan orang atau kelompok masyarakat, khususnya 
kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan 
dalam : 
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1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan 
(freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat 
melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kesakitan. 
2) Menjangkau sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat 
meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang 
mereka perlukan. 
3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang 
mempengaruhi mereka. 
 Kemudian menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah 
upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga 
masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal 
untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, 
sosial, agama dan budaya. 
Sedangkan menurut Nugroho indikator dalam pemberdayaan masyarakat 
meliputi: 
1) Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-
sumberdaya produktif di dalam lingkungan. 
2)  Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset 
atausumber daya yang terbatas tersebut. 
3)  Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan 
yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya 
tersebut. 
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4)  Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama 
menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan 
secara bersama dan setara keberhasilan. 
II.1.5  Pengertian Partisipasi Masyarakat 
  Menurut kamus besar bahasa indonesia pasrtisipasi merupakan perihal 
turut berperan serta dalam satu kegiatan, keikut sertaan, peran serta. Partisipasi 
bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial 
dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia 
menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses 
berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan 
dan tanggungjawab bersama (Ach. Wazir Ws et al 1999: 29).   
Pendapat Tjokroamidjojo (1992) mengartikan partisipasi sendiri sebagai 
keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan 
pembangunan yang di lakukan pemerintah. 
 Lain halnya dengan Midgley dalam Muluk (2007) mengungkapkan bahwa 
partisipasi masyarakat berkonotasi the direct involvement of ordinari people in 
local affairs. Partisipasi masyarakat berarti adanya keterlibatan masyarakat biasa 
dalam urusan-urusan setempat secara langsung. Midgley memperjelas pengertian 
partisipasi masyarakat ini dengan mengacu pada salah satu definisi yang termuat 
dalam resolusi PBB pada awal 1970an sebagai berikut “Penciptaan peluang yang 
memungkinkan semua anggota masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam 
proses pembangunan dan mempengaruhinya serta menikmati manfaat 
pembangunan tersebut secara merata”. 
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 Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses 
pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan 
pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, 
pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses 
mengevaluasi perubahan yang terjadi(Isbandi,2007:27).   
 Adapun partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat terbentuk 
berbagai macam, yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Keterlibatan membentuk arah strategi dan kebijaksanaan pembangunan 
yang dilakukan pemerintah. Hal ini bukan saja berlangsung dalam 
proses politik, tetapi juga dalam proses sosial; hubungannya antara 
kelompok kepentingan dalam masyarakat. 
2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam 
pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam hal 
mobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan yang 
produktif, dan pengawasan sosial atas jalannya pembangunan 
3. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara 
berkeadilan. Bagian-bagian daerah maupun golongan masyarakat 
tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya didalam kegiatan produktif 
melalui perluasan kesempatan dan pembinaan. 
Ada beberapa macam partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli. 
Menurut Sundariningrum (Sugiyah, 2010:38) mengklarisifikasikan partisipasi 
menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu: 
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1. Partisipasi langsung merupakan partisipasi yang terjadi apabila 
individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses  partisipasi. 
Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan 
pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan 
terhadap keinginan orang lain atau ucapannya. 
2. Partisipasi tidak langsung merupakan partisipasi yang terjadi apabila 
individu mendelegasikan hak partisipasinya kepada orang lain. 
II.1.6  Bentuk dan Tipe Partisipasi 
a.   Bentuk Partisipasi 
Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam 
suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, 
partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi 
sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi 
representatif.  Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, 
maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk 
partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk 
partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (tidak memilik wujud).   
Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan 
keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi 
buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi 
representatif. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar 
usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan 
Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, 
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biasanya berupa alat-alat kerja  atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi 
yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat 
menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu 
memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota 
masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut 
dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. 
Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan 
ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program 
maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk 
mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna 
mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi sosial diberikan oleh 
partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan 
lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka 
memotivasi orang lain untuk berpartisipasi. Pada partisipasi dalam proses 
pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam 
rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. 
Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan 
kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia. 
Penjelasan mengenai bentuk-bentuk partisipasi dan beberapa ahli yang 
mengungkapkannya.  
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Tabel II.01 
Pemikiran Tentang Bentuk Partisipasi 
Nama Pakar Pemikiran 
(Hamijoyo, 2007:21; Chapin, 2002 
:43 & Holil ,1980:81) 
      Partisipasi uang adalah bentuk 
partisipasi untuk memperlancar 
usaha-usaha bagi pencapaian 
kebutuhan masyarakat yang 
memerlukan bantuan. 
(Hamijoyo,2007:21 & Pasaribu dan 
simanjuntak,  2005:11) 
      Partisipasi harta benda adalah 
partisipasi dalam bentuk 
menyumbang harta benda, biasanya 
berupa alat kerja atau perkakas. 
(Hamijoyo,2007:21 & Pasaribu dan 
Simanjuntak,  2005:11) 
      Partisipasi tenaga adalah 
partisipasi yang di berikan dalam 
bentuk tenaga untuk pelaksanaan 
usaha yang dapat menunjang 
keberhasilan suatu program 
(Hamijoyo,2007:21 & Pasaribu dan 
Simanjuntak,  2005:11) 
      Partisipasi buah pikiran adalah 
adalah sumbangan berupa ide 
,pendapat atau buah pikiran 
konstruktif ,baik untuk menyusun 
program atau untuk memperlancar 
pelaksanaan program dan juga untuk 
mewujudkanya dengan memberikan 
pengalaman dan pengetahuan guna 
mengembangkan kegiatan yang 
diikutinya. 
(Chapin, 2002 : 43 & Holil , 1980:80)       Partisipasi dalam proses 
pengambilan keputusan. Masyarakat 
terlibat dalam setiap diskusi dalam 
rangka untuk mengambil keputusan 
yang terkait dengan keputusan 
bersama   
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Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dianalisis, dapat ditarik 
sebuah kesimpulan mengenai tipe partisipasi yang diberikan masyarakat. Tipe 
partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan 
partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat.Sekretariat Bina Desa (1999:32-33) 
mengidentifikasikan partisipasi masyarakat  menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan 
karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi dengan cara 
memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif 
materil, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan self mobilization. 
 b. Tipe Partisipasi 
 Dalam konteks tipe partisipasi, dapat dikemukakan mengenai tipologi dan 
karakeristik sebagai berikut. 
Tabel II.02 
Tipologi dan karakteristik partisipasi 
No. Tipologi Karakteristik 
1 Partisipasi pasif/ manipulatif (a)   Masyarakat berpartisipasi dengan 
cara diberitahu apa yang sedang atau 
telah terjadi. 
(b) Pengumuman sepihak oleh 
manajemen atau pelaksana proyek tanpa 
memperhatikan tanggapan masyarakat. 
(c)  Informasi yang dipertukarkan 
terbatas pada kalangan profesional di 
luar kelompok sasaran. 
2 Partisipasi dengan cara 
memberikan informasi 
(a)   Masyarakat berpartisipasi dengan 
cara menjawab pertanyaan-pertanyaan 
penelitian seperti dalam kuesioner atau 
sejenisnya. 
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(b) Masyarakat tidak punya kesempatan 
untuk terlibat dan mempengaruhi proses 
penyelesaian. 
(c)  Akurasi hasil penelitian tidak 
dibahas bersama masyarakat. 
3 Partisipasi melalui 
konsultasi 
(a) Masyarakat berpartisipasi dengan 
cara berkonsultasi. 
(b) Orang luar mendengarkan dan mem-
bangun pandangan-pandangannya 
sendiri untuk kemudian mendefinisikan 
permasa-lahan dan pemecahannya, 
dengan memodi-fikasi tanggapan-
tanggapan masya-rakat.  
(c)  Tidak ada peluang bagi pembuat 
keputusanbersama; 
(d)   Para profesional tidak 
berkewajiban mengajukan pandangan-
pandangan masya-rakat (sebagai 
masukan) untuk ditindak-lanjuti. 
4 Partisipasi untuk insentif 
materil 
(a)    Masyarakat berpartisipasi dengan 
cara menyediakan sumber daya seperti 
tenaga kerja, demi mendapatkan 
makanan, upah, ganti rugi, dan 
sebagainya. 
(b) Masyarakat tidak dilibatkan dalam 
eksperimen atau proses 
pembelajarannya. 
(c)    Masyarakat tidak mempunyai 
andil untuk melanjutkan kegiatan-
kegiatan yang dilakukan pada saat 
insentif yang disediakan/diterima habis. 
5 Partisipasi fungsional (a)  Masyarakat berpartisipasi dengan 
membentuk kelompok untuk mencapai 
tujuan yang berhubungan dengan 
proyek. 
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(b)  Pembentukan kelompok (biasanya) 
setelah ada keputusan-keputusan utama 
yang disepakati; (c)    Pada awalnya, 
kelompok masyarakat ini bergantung 
pada pihak luar (fasilitator, dll) tetapi 
pada saatnya mampu mandiri. 
6 Partisipasi interaktif (a)    Masyarakat berpartisipasi dalam 
analisis bersama yang mengarah pada 
perencanaan kegiatan dan pembentukan 
lembaga sosial baru atau penguatan 
kelembagaan yang telah ada. 
(b) Partisipasi inicenderung melibatkan 
metode inter-disiplin yang mencari 
keragaman perspektif dalam proses 
belajar yang terstruktur dan sistematik; 
(c) Kelompok-kelompok masyarakat 
mempunyai peran kontrol atas 
keputusan-keputusan mereka, sehingga 
mereka mempunyai andil dalam seluruh 
penyelenggaraan kegiatan. 
7 Self mobilization (a) Masyarakat berpartisipasi dengan 
mengambil inisiatif secara bebas (tidak 
dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk 
mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai 
yang mereka miliki. 
(b) Masyarakatmengembangkan kontak 
dengan lembaga-lembaga lain untuk 
mendapatkan bantuan-bantuan teknis 
dan sumberdaya yang dibutuhkan. 
(c)  Masyarakat memegang kendali atas 
pemanfaatan sumberdaya yang ada. 
Sumber: Sekretariat Bina Desa (1999: 32-33) 
 Berdasarkan tipe-tipe partisipasi diatas maka dapat disimpulkan 
bahwa pada dasarnya, tidak ada jaminan bahwa suatu program akan berkelanjutan 
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melalui partisipasi semata. Keberhasilannya tergantung sampai pada tipe macam 
apa partisipasi masyarakat dalam prosespenerapannya. Artinya, sampai sejauh 
mana pemahaman masyarakat terhadap suatu program sehingga ia turut 
berpartisipasi. 
II.1.7  Tahap-Tahap Partisipasi 
1). Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pada umumnya, 
setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan 
sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri 
oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini lebih mencerminkan sifat 
kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang 
mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena 
itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan 
melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak 
berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang 
program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat 
lokal (Mardikanto, 2001). 
2).Tahap partisipasi dalam perencanaan kegiatan Slamet (1993) 
membedakan ada tingkatan partisipasi yaitu : partisipasi dalam tahap 
perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan, partisipasi dalam 
tahap pemanfaatan. Partisipasi dalam tahap perencanaan merupakan 
tahapan yang paling tinggi tingkatannya diukur dari derajat 
keterlibatannya. Dalam tahap perencanaan, orang sekaligus diajak turut 
membuat keputusan yang mencakup merumusan tujuan, maksud dan 
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target.Salah satu metodologi perencanaan pembangunan yang baru 
adalah mengakui adanya kemampuan yang berbeda dari setiap 
kelompok masyarakat dalam mengontrol dan ketergantungan mereka 
terhadap sumber-sumber yang dapat diraih di dalam sistem 
lingkungannya. Pengetahuan para perencana teknis yang berasal dari 
atas umumnya amat mendalam. Oleh karena keadaan ini, peranan 
masyarakat sendirilah akhirnya yang mau membuat pilihan akhir sebab 
mereka yang akan menanggung kehidupan mereka. Oleh sebab itu, 
sistem perencanaan harus didesain sesuai dengan respon masyarakat, 
bukan hanya karena keterlibatan mereka yang begitu esensial dalam 
meraih komitmen, tetapi karena masyarakatlah yang mempunyai 
informasi yang relevan yang tidak dapat dijangkau perencanaan teknis 
atasan (Slamet, 1993). 
3).Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi 
masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela 
menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain 
pihak, lapisan yang ada di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang 
kaya) yang lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, 
tidak dituntut sumbangannya secara proposional. Karena itu, partisipasi 
masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan harus diartikan 
sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, 
uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan 
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dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan 
(Mardikanto, 2001). 
4).Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatanKegiatan 
pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat 
diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang 
diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik 
tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan 
pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat 
mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan 
kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan 
(Mardikanto, 2001). 
5).Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan Partisipasi dalam 
pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang 
sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk 
memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil 
pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaaatan 
hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan 
masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program 
pembangunan yang akan datang (Mardikanto, 2001). 
 Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa partisipasi masyarakat dalam 
pembanguanan adalah partisipasi pada tahap perencanaan, dimana tahap ini 
merupakan tahap yang paling tinggi tingkatannya. Partisipasi sangat dibutuhkan, 
karena semakin banyak orang yang ikut berpartisipasi dalam perencanaan  
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pembangunan maka pembangunan diwilayah tersebut akan mencapai tujuan 
sesuai dengan program-programnya. 
II.1.8  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi 
 Angell (dalam Ross, 1967: 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh 
dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: 
1. Usia 
Faktor usia merupakan faktor yang memengaruhi sikap seseorang 
terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari 
kelompokusiamenengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai 
dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak 
yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya. 
2. Jenis kelamin 
Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa 
mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” 
yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang 
terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama 
nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan 
emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik. 
3. Pendidikan 
Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. 
Pendidikan dianggap dapat memengaruhi sikap hidup seseorang 
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terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan 
kesejahteraan seluruh masyarakat. 
4. Pekerjaan dan penghasilan 
Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan 
seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan 
diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi 
kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi 
dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk 
berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang 
mapan perekonomian. 
5. Lamanya tinggal 
Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan 
pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan 
berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam 
lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan 
cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap 
kegiatan lingkungan tersebut. 
 Menurut Tjokroamidjojo (1996) mengungkapkan bahwa faktor-faktor 
yang perlu mendapatkan perhatian dalam partisipasi masyarakat adalah: 
a. Faktor kepemimpinan, dalam menggerakan partisipasi sangat 
diperlukan pimpinan yang berkualitas. 
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b. Faktor komunikasi, gagasan-gagasan ide, kebijaksanaan dan rencana-
rencana baru akan mendapatkan dukungan bila diketahui dan 
dimengerti oleh masyarakat. 
c. Faktor pendidikan, dengan tingkat pendidikan yang memadai, maka 
masyarakat akan dapat memberikan partisipasi yang diharapakan.  
Dari tiga uraian di atas faktor kepemimpinan menjadi faktor yang sangat 
mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi, dalam pembangunan dapat 
berhasil jika pemimpin mampu memberikan pengertian kepada masyarakat untuk 
membangun suatu program - program yang nantinya bisa menghasilkan 
pembangunan yang lebih baik sehingga nantinya dapat berjalan dengan efektif.    
II.1.9  Pembangunan Fisik Desa 
   Mengenai pengertian pembangunan fisik desa, para ahli memberikan 
definisi yang bermacam - macam seperti halnya perencanaan. Istilah 
pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, 
daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara 
lain.  Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan 
merupakan proses untuk melakukan perubahan 
   Menurut Rogers (dalam Agus Suryono 2001: 132) pembangunan adalah 
suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu 
masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk 
bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) 
untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh 
terhadap lingkungan mereka. 
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Selanjutnya menurut Siagian (2005:9) pembangunan adalah “suatu usaha 
pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh 
suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka 
pembinaan bangsa”. Pada dasarnya dalam negara berkembang yang lepas landas 
dari suatu keadaan taraf rendah menuju taraf yang tinggi yaitu modernisasi, 
dimana variable-variabel dalam pembangunan dapat mengalami perubahan kearah 
yang lebih baik. Oleh sebab itu dibutuhkan inisiatif, aktif, dan kritis bagi setiap 
warga negaranya untuk dapat bertindak dengan arah yang tepat dan dengan 
mampu menjadikan sumber-sumber dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah 
dalam pembangunan. 
Pada hakekatnya pembangunan fisik desa dilakukan oleh masyarakat 
bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, 
bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan 
masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidup dan kesejahteraannya. 
Pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara 
pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan 
prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan 
masyarakat itu sendiri (Suparno, 2001:46).  
Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan 
masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan 
keberhasilan pembangunan. Mekanisme pembangunan desa adalah merupakan 
perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan 
kegiatan pemerintah di satu pihak (Ahmadi,2001:222).  Berdasarkan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Periodisasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan 
rencana pembangunan, melalui tahapan sebagai berikut: 
1) Tahap Perencanaan (planning). Tahapan dilakukan sebelum ditetapkannya 
rencana pembangunan, tahapan ini untuk melihat rasionalitas pilihan, 
target dan kesuaian antar dokumen perencanaan. 
2) Tahap Pelaksanaan (on going). Tahapan dilakukan saat pelaksanaan 
Kegiatan, tahapan ini untuk menjamin kegiatan dilakukan sesuai dengan 
rencana yang telah ditetapkan. 
3) Tahap Pasca Pelaksanaan (ex post). Tahapan dilaksanakan setelah 
pelaksanaan rencana berakhir. Bertujuan untuk menilai pencapaian 
(keluaran/ hasil/ dampak) program mampu  mengatasi masalah 
pembangunan yang ingin dipecahkan, serta untuk menilai efisiensi, 
efektivitas dan  dampak terhadap sasaran, ataupun manfaat dari suatu 
program.   
Dari pengertian para ahli diatas maka pembangunan desa adalahsuatu 
pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh antara pemerintah dan 
masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, 
bantuan, dan fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan. 
 Secara umum pembanguan desa dapat berbentuk fisik dan non fisik atau 
pembangunan mental dan spiritual. 
a. Pembanguan fisik merupakan pembangunan yang berupa sarana dan 
prasarana seperti jalan, jembatan, irigasi, tempat ibadah dan lain-lain. 
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b. Pembangunan non fisik, berupa pembangunan mental dan spiritual, 
seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. 
Menurut B.S Muljana (2001:3) pembangunan yang di laksanakan 
pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan 
fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan produksi, logistik dan 
pemasaran barang dan jasa serta kegiatan-kegiatan lain di bidang ekonomi, sosial 
budaya, politik dan pertahanan keamanan 
Sasaran yang di inginkan dari pembangunan desa adalah tersedianya 
saranya dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat yang meliputi antara lain: 
1. Pembangunan prasarana yang meliputi prasarana produksi, 
perhubungan, pemasaran, prasarana sosial dan prasarana lainnya. 
2. Memperluas kesempatan dan lapangan kerja baru. 
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa. 
4. Menciptakan kebersihan lingkungan dan kesehatan  
Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan di desa antara 
lain: 
1. Keadaan desa yang meliputi keadaan sosial, budaya, keamanan 
2. Rencana pembangunan yang meliputi rencana, tujuan, sasaran, target 
dan strategi pencapaian. 
3. Sarana pembangunan meliputi kelembagaan dana dan SDM serta SDA 
yang tersedia. 
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4. Pelaksanaan meliputi pelaksaan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan 
yang berlaku dan telah ditetapkan serta pengaturan serta pelaksanaan 
pembanguanan. 
Namun dalam perencanaan pembanguan ini kepala desa Srinahan, 
watupayung, Krandon tetap memberikan peluang kepada masyarakat agar 
memberikan pemikiran-pemikiran yang baik untuk perencanaan pembangunan 
fisik desa. 
II.1.10  Peran Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi 
 Notoatmodjo (2005), menyatakan metode yang dapat dipakai pada 
partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut: 
1. Pendekatan masyarakat, diperlukan untuk memperoleh simpati 
masyarakat, pendekatan ini terutama ditunjukan kepada pimpinan 
masyarakat, baik yang formal maupun informal. 
2. Pengorganisasian masyarakat, dan pembetukan panitia (tim) 
a. Dikoordinasi oleh kepala desa ataupun lurah 
b. Tim kerja yang dibentuk oleh RT 
 Anggota tim ini yaitu tokoh-tokoh masyarakat RT yang bersangkutan, 
dan dipimpin oleh RT 
3. Survey diri (Community self survey)  
Tim tim kerja di RT, melakukan survei di masyarakatnya masing-
masing dan diolah serta dipresentasikan kepada warganya. 
4. Perencanaan program 
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Perencanaan dilakukan oleh masyarakat sendiri setelah setelah 
mendengarkan presentasi survei dari tim kerja, serta telah menentukan 
bersama tentang prioritas masalah yang akan dipecahkan. 
5. Training 
Training untuk para kader kesehatan sukarela harus dipimpin oleh 
dokter pukesmas, selain itu bidang teknis medis, training juga meliputi 
manajemen dalam mengolah program-program tingkat desa serta 
sistem pencatatan,pelaporan,dan rujukan. 
6. Rencana Evaluasi  
Dalam menyusun rencana evaluasi perlu ditetapkan kriteria-kriteria 
keberhasilan suatu program pembangunan, serta sederhana dan mudah 
dilakukan oleh masyarakat atau kader kesehatan sendiri. 
 Secara sederhana partisipasi masyarakat adalah peran serta atau 
keikutsertaan masyaraka untuk mau berpartisipasi dalam proses pembangunan itu 
sendiri. Meningkatkan, bukan mengharuskan partisipasi masyarakat, seperti 
halnya meningkatkan masyarakat untuk mau berkorban, juga membutuhkan 
insentif tersendiri. Tidak cukup dikatakan bahwa karena pembangunan itu untuk 
masyarakat, maka adalah mutlak bila rakyat mau berpartisipasi dalam 
pembangunan. Pengalaman pembangunan membuktikan bahwa seringkali 
pembangunan yang dikatakan untuk kepentingan rakyat ternyata tidak sesuai 
dengan yang diharapakan oleh rakyat. 
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II.2. Definisi Konsepsional 
  Menurut Robert K Norton yang dikutip oleh “Koentjarningrat” (1981:31) 
mengatakan bahwa “Definisi Konsepsional merupakan definisi yang perlu 
diamati, konsep menentukan adanya hubungan empiris”  
  Dengan demikian definisi konsepsional yaitu menggambarkan suatu 
abstrak dari hal – hal yang perlu di amati sehingga akan mempermudah 
penelaahan dan penjernihan masalah-masalah agar mudah di mengerti, sehingga 
tidak terjadi kesalahpahaman mengenai arti yang digunakan dalam penelitian. 
  Berdasarkan pengertian diatas, maka konsep dapat diartikan sebagai suatu 
penelitian yang berupa definisi yang mana definisi tersebut akan menggambarkan 
secara abstrak suatu gejala sosial yang menjadi objek penelitian. 
Berdasarkan pengertian definisi konsepsional di atas peneliti ajukan 
beberapa konsep sebagai berikut: 
1. Peran Kepala Desa adalah suatu peran yang di lakukan oleh kepala 
desa selaku kepala pemerintahan di desa dalam meningkatkan 
partisipasi masyarakat untuk pembangunan fisik dalam suatu kebijakan 
pembangunan di desa tersebut.  
2. Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya masyarakat dalam 
pelaksanaan dan kegiatan pembanguanan, serta menikmati hasil dari 
pembangunan tersebut. 
3. Pembangunan Fisik Desa adalah suatu pembangunan yang dilakukan 
secara menyeluruh antara pemerintah dan masyarakat. Adapun 
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pembangunan fisik Desa berupa sarana dan prasarana seperti jalan, 
jembatan, irigasi, tempat ibadah, tempat kesehatan dan lain-lain. 
II.3. Pokok-Pokok Penelitian 
Pokok-pokok penelitian merupakan definisi secara terperinci dari konsep-
konsep yang telah diuraikan di atas. Salah satu fungsinya yaitu untuk memberi  
petunjuk  bagaimana  suatu  variabel  yang  diteliti  itu dapat diukur dengan 
indikator-indikatornya. 
Berdasarkan pengertian pokok-pokok penelitian di atas, peneliti ajukan 
beberapa pokoko-pokok penelitian sebagai berikut: 
1. Peran kepala desa dengan indikator: 
a. Peran kepala desa sebagai suatu kebijakan 
b. Peran kepala desa sebagai suatu strategi 
c. Peran kepala desa sebagai alat komunikasi  
2. Partisipasi masyarakat dengan indikator:  
a. Partisipasi masyarakat dalam swadaya uang  
b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 
c. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangdes 
d. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan menikmati hasil-
hasil pembangunan didesa. 
3. Pembangunan fisik desa dengan indikator: 
a. Sarana dan prasarana lingkungan 
b. Sarana dan prasarana ekonomi 
c. Sarana dan prasarana kesehatan 
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II.4. Alur Pikir  
 Alur pikir dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai proses yang 
memuat lagkah-langkah atau proses urutan mengenai topik atau tema penelitian. 
Peranan penelitian sangat dominan dalam menentukan keberhasilan penelitian 
sedangkan alur pikir sifatnya hanya membantu mengarahkan proses penelitian 
agar berjalan dengan sistematis. 
Alur pemikiran mengenai peran kepala desa dalam meningkatkan 
parrtisipasi masyarakat untuk pembangunan di kecamatan kesesi kabupaten 
pekalongan dapat digambarkan sebagai berikut 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peraturan Pemerintah no. 43 tahun 
2014 pasal 1 ayat 2 Tentang 
Pemerintahan Desa 
Permendagri no. 114 tahun 2014 
Tentang Pembangunan Desa 
UU no.6 Tahun 2014 Tentang  Desa 
Partisipasi Masyarakat 
Peran Kepala Desa dalam 
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 
 
 
40 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 
mengumpulkan data penelitiannya (Suharsimi, 2006:150). Sedangkan menurut 
Sugiyono (2009:3) disebutkan bahwa secara umum metodologi penelitian 
diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 
kegunaan tertentu. Kegiatan penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh 
sebuah hasil yang dapat diandalkan dalam menguji suatu kebenaran data. 
Surakhmad (2008:131) mengungkapkan bahwa metode merupakan cara 
utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, cara utama tersebut 
disesuaikan dengan situasi penelitian. Penentuan metode penelitian ini sangat 
vital, karena menyangkut pemecahan masalah yang berdampak pada pengambilan 
kesimpulan. Dengan menentukan metode penelitian yang tepat, maka 
permasalahan yang diajukan dalam penelitian dapat terpecahkan, kesimpulan yang 
diambil tepat dan akurat. 
III.1. Tipe Penelitian  
Sugiyono (2006), membedakan penelitian tujuan, pendekatan, tingkat 
eksplanasi,serta analisis dan jenis datanya. Menurut tingkat eksplanasinya, 
Sugiyono (2006) mengelompokkan type penelitian menjadi :  
a. Penelitian Eksplorer (Eksploratif) 
Penelitian ini bersifat menjelajah, bertujuan untuk memperdalam 
pengetahuan suatu gejala tertentu atau mendapat ide-ide baru mengenai 
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gejala-gejala itu dengan maksud untuk mendapatkan penemuan masalah 
secara lebih terperinci atau untuk mengembangkan hipotesis. 
b. Penelitian Deskriptif 
Penelitian deskriptif bersifat menggambarkan. Dalam bukunya 
Prof. Sugiono, Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 
untuk  mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 
(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara 
variabel yang satu dengan variabel yang lain. 
c. Penelitian Komparatif 
Penelitian komparatif merupakan suatu penelitian yang bersifat 
membandingkan. 
d. Penelitian Asosiatif atau hubungan 
Penelitian asosiatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. 
Berdasarkan ke empat type penelitian diatas,  type penelitian yang 
digunakan peneliti adalah type penelitian deskriptif, artinya peneliti ingin 
mendeskripsikan tentang Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi 
Masyarakat untuk Pembangunan Fisik di Kecamatan Kesesi Kabupaten 
Pekalongan. 
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III.2. Jenis dan Sumber Data 
III.2.1 Jenis Data  
 Adapun jenis data pada penelitian ini adalah 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan 
beberapa informan, serta dokumentasi dan observasi atau pengamatan 
langsung terhadap objek yang sedang diteliti. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti bersumber dari bahan 
bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Data 
sekunder diantaranya buku paket, jurnal, undang-undang dan media 
informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
III.2.2 Sumber Data 
Adapun sumber data pada penelitian ini adalah 
1. Informan  dalam hal ini adalah Kepala desa, tokoh masyarakat dan 
masyarakat setempat. 
2. Kantor desa sebagai instansi yang menyediakan data sekunder yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini. 
III.3. Informan Peneliti 
Menurut Moleong (2001:91) informan adalah orang dalam pada latar 
penelitian. Informan adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan 
informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus banyak 
pengalaman tentang latar penelitian. Ia “berkewajiban” secara sukarela menjadi 
anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. 
Dalam penelitian ini bertindak sebagai narasumber berjumlah 15 orang 
dengan rincian sebagai berikut: 
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1. Kepala Desa Krandon,Desa Watupayung dan Desa Srinahan, 3 Orang 
2. Tokoh masyarakat, 6 Orang 
3. Masyarakat, 6 orang 
III.4. Teknik Pengumpulan Data 
  Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting 
demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara 
mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. 
Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data 
diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber 
tidak langsung (data sekunder). 
Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan 
untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat 
diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, 
dkoumentasi dan sebagainya. 
Sedangkan Instrumen Pengumpul Data merupakan alat yang digunakan 
untuk mengumpulkan data.  Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa 
lembar cek list, kuesioner (angket terbuka / tertutup), pedoman wawancara. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Obsevasi, menurut Nasution (1988) dalam buku Metode Penelitian 
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Sugiyono, 2011:226) mengemukakan 
bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan 
hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia 
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kenyataan yang diperoleh melalui observasi. (Marshall, 1995:226) 
menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, 
dan makna dari perilaku tersebut. Metode ini digunakan apabila penelitian 
berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan 
bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 
Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk meneliti secara 
langsung di lapangan tentang Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan 
partisipasi masyarakat untuk Pembangunan di Kecamatan Kesesi 
Kabupaten Pekalongan. 
2. Metode Interview (Wawancara), Wawancara adalah pertemuan dua orang 
untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg, 2002:231) 
dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 
harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 
responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini 
mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau 
setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu. 
Teknisnya adalah dengan memberikan pertanyaan langsung kepada 
responden, dengan menggunakan metode wawancara langsung 
dimaksudkan mempertegas hal-hal yang mungkin tidak diketahui 
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responde. Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan topik penelitian 
untuk memperoleh data primer dari obyek penelitian. Percakapan itu 
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 
jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti 
ditegaskan oleh Lincoln dan Guba yang dikutip Lexi J.Moleong 
(2007:186), antara lain : mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, 
organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain- lain 
kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang 
dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang 
telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; 
memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari 
orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan 
memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang 
dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. 
Dalam penelitian kualitatif ini, wawancara bertujuan untuk 
memperoleh informasi dari Kepala Desa Krandon, Desa Watupayung dan 
Desa Srinahan, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat di ketiga Desa 
tersebut. 
3. Kepustakaan adalah mengumpulkan data dengan membaca buku – buku 
yang relevan untuk membantu di dalam menyelesaikan dan juga untuk 
melengkapi data yang berbuhungan dengan masalah yang dibahas. 
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4. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data mengkaji dokumen- 
dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang 
berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi materi-materi yang 
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dokumen 
merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 
tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam hal 
dokumen (Bogdan, 240) menyatakan bahwa hasil penelitian dari observasi 
atau wawancara, akan lebih kredible/dapat dipercaya apabila didukung 
oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. 
Metode dokumentasi dapat mendukung data-data dalam penelitian 
agar lebih valid. Dokumentasi tersebut bisa begitu berharga sehingga 
penelitian bahkan bisa mengambil foto-foto pada situs studi kasus. Foto-
foto ini akan membantu memuat karakteristik-karakteristik kasus penting 
bagi para pengamat luar. 
III.5.Teknik dan Analisis Data 
Menurut Matthew Miles dan Michael Huberman (1984) dalam buku 
Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif, dan R&D Prof Sugiyono 
mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif di lakukan secara 
interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 
sudah jenu. Aktivitas dalam analisis data yaitu : Pengumpulan data, Reduksi data, 
Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan / Verifikasi. 
 Adapun penjelasan tentang model interaktif yang di kembangkan Miles 
dan Huberman (dalam sugiyono, 2011) sebagai berikut: 
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1. Pengumpulan Data adalah dimana data pertama dan masih bersifat 
mentah yang dikumulkan dalam sebuah penelitian. 
2. Reduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 
gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 
melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 
diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik 
seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek 
tertentu. 
Reduksi data juga dapat diartikan sebagai proses pemilihan, 
pemusatan perhatian pada penyederhanaan,   pengabstrakan,   dan   
transformasi   data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis 
dilapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus-
menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. 
3. Penyajian Data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie 
chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, 
maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga 
akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 
kategori, flowchart dan sejenisnya. Kami membatasi suatu penyajian 
sebagai sekumpulan  informasi tersusun  yang memberi kemungkinan 
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
48 
 
 
 
4. Menarik Kesimpulan/Verifikasi, dari permulaan pengumpulan data, 
seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda 
mencatat keteraturan, pola-pola, dan proposisi. Menurut Miles dan 
Huberman ( 252) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, 
dan R&D oleh Prof Sugiyono mengemukakan bahwa kesimpulan awal 
yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 
tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 
pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid 
dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, 
maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 
kredibel. 
Skema analisis data menurut Miles and Huberman dikutip Mungin, 
Burhan (2003:56) sebagai berikut:  
Skema 3.01 Proses Analisis Data 
 
 
 
 
 
 
Pengumpulan Data Penyajian Data 
Reduksi Data Kesimpulan 
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Pengumpulan data, reduksi, dan penyajian data serta penarikan kesimpulan 
atau verifikasi berinteraksi satu sama lain, metode analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif. 
III.6. Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN 
 Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini memuat kerangka teori yang terdiri dari Penelitian Terdahulu, 
Pemerintahan Desa, Kepala Desa, Pengertian Partisipasi Masyarakat, Bentuk dan 
Tipe Partisipasi, Tahap-tahap Partisipasi, Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Partisipasi, Pembangunan fisik desa, Peran Kepala Desa Untuk Meningkatkan 
Partisipasi, Definisi Konsep, Pokok-Pokok Penelitian,Alur Pikir 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
 Pada bab ini memuat jenis dan type Penelitian, Sumber dan Jenis Data, 
Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, 
Sistematika Penulisan. 
BAB IV DESKRIPTIF WILAYAH 
 Pada bab ini memuat letak geografis, kondisi demografi, kondisi 
pemerintahan, kondisi perekonomian, kondisi kesehatan, dan kondisi sosial 
budaya.  
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BAB V HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 
 Pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang telah di 
lakukan oleh peneliti selama di lapangan. 
BAB VI PENUTUP  
 Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran. 
DAFTAR PUSTAKA 
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BAB IV 
 DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 
 
Deskripsi daerah penelitian merupakan gambaran secara umum tentang 
daerah tempat penelitian tersebut berlangsung. Uraian tentang daerah penelitian 
penting untuk memberi gambaran secara umum, Baik mengenai potensi maupun 
masalah secara umum yang ada di daerah penelitian. Lokasi penelitian ini diambil 
pada kantor kecamatan kesesi kabupaten pekalongan. 
IV.1 Profil Kecamatan Kesesi 
Kecamatan Kesesi adalah sebuah kecamatan di KabupatenPekalongan, 
Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Kesesi memiliki 23 desa, 64 dusun, 121 RW 
dan 379 RT. Kantor Kecamatan kesesi terletak di Jl. Raya Sragi - Kesesi, Klairan, 
Kaibahan, Pekalongan, Jawa Tengah (51162). Saat ini kecamatan kesesi di pimpin  
oleh Ajid Suryo Pratondo, S.STP, M. Si dengan Sekretaris camat Subagyo, SH, 
MM. 
Visi dan Misi Kecamatan Kesesi mengikuti visi misi Kabupaten 
Pekalongan, yaitu : 
a.Visi 
 
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Religius 
dan Berkleanjutan Berbasis Potensi Lokal 
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b.  Misi  
 
1. Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis 
pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan. 
2. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat. 
3. Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih 
baik 
4. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan 
berakhlak. 
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan 
wilayah dan berwawasan lingkungan. 
6. Memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya saing daerah 
7. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah. 
Kecamatan Kesesi merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten 
Pekalongan yang memiliki potensi pertanian cukup besar. Kecamatan Kesesi 
terletak di dataran rendah pulau jawa diantara 109‟ – 110‟ BT dan 6‟ – 7‟ LS. 
Kecamatan Kesesi terletak di bagian utara dengan jarak 9 km dari Kabupaten 
Pekalongan dengan ketinggian 90 m di atas permukaan laut dan suhu mencapai 
30
o
C. Kecamatan Kesesi memiliki luas wilayah 68,51 km
2
 . Luas lahan tersebut 
sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian dengan jumlah luas penggunaan 
wilayah sebesar 3.502.560 Ha. Jenis tanah di Kecamaan Kesesi yaitu latosal 
cokelat dan aluvial kelabu. Wilayah utara Kecamatan Kesesi berbatasan dengan 
Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, sebelah timur berbatasan dengan 
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Kecamatan Bojong dan Kecamatan Kajen Kab. Pekalongan, sebelah selatan 
berbatasan dengan Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, sedangkan 
sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. 
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Gambar: IV.01 
 
Peta Administratif Kabupaten Pekalongan 
 
(Sumber: Sejarah negara.com) 
Kondisi topografi wilayah Kecamatan Kesesi terdiri dari daerah dataran 
rendah dengan ketinggian rata-rata 90 meter diatas permukaan air laut.Wilayah 
Kecamatan Kesesi dan seluruh desa yang ada didalamnya merupakan daerah yang 
datar denganluas wilayah 68,51 km
2
. Luas lahan tersebut sebagian besar 
digunakan untuk lahan pertanian dengan jumlah luas penggunaan wilayah sebesar 
3.502.560 Ha. Jenis tanah di kecamaan kesesi yaitu latosal cokelat dan aluvial 
kelabu. 
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Tabel: IV.01 
Luas penggunaan tanah (Ha) menurut jenisnya per Desa di Kecamatan Kesesi 
Kabupaten Pekalongan Tahun 2018. 
 Sumber: Data Kecamatan Kesesi dalam angka). 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan lahan yang ada di 
wilayah Kecamatan Kesesi yaitu 6.936,023 Ha. Dengan luas penggunaan tanah 
sawah paling banyak dipakai oleh masyarakat desa Kesesi dengan jumlah 306.488 
Ha sedangkan paling sedikit dipakai pada desa Srinahan dengan jumlah 50.284 
Ha. Lalu untuk luas penggunaan tanah kering paling banyak di pakai oleh 
masyarakat desa Windurojo dengan jumlah 803.800 Ha dan paling sedikit di pakai 
Desa Tanah Sawah Tanah Kering Jumlah %
1 2 3 4 5
1. Windurojo 275.283 803.800 1.079,08 16
2. Ujungnegoro 124.695 435.980 560,675 8
3. Brondong 144.461 176.027 320,488 5
4. Podosari 147.345 241.282 388,627 6
5. Kwasen 284.326 166.258 450,584 6
6. Langensari 108.475 55.905 164,38 2
7. Jagung 188.313 61.129 249,442 4
8. Watugajah 136.881 41.000 177,881 3
9. Karangrejo 108.203 43.921 152,124 2
10. Karyomukti 178.145 38.778 216,923 3
11. Kesesi 306.448 568.510 874,958 13
12. Srinahan 50.284 54.232 104,516 2
13. Kaibahan 161.466 40.645 202,111 3
14. Watupayung 108.500 59.002 167,502 2
15. Krandon 182.970 99.570 282,54 4
16. Ponolawen 127.807 54.021 181,828 3
17. Kalimade 80.659 53.688 134,347 2
18. Sidomulyo 144.426 125.140 269,566 4
19. Sukorejo 120.020 102.139 222,159 3
20. Sidosari 196.005 36.199 232,204 3
21. Mulyorejo 114.838 75.658 190,496 3
22. Pantirejo 107.284 35.087 142,371 2
23. Kwigaran 134.885 36.333 171,218 2
Jumlah 3,531.719 3,404.304 6.936,02 100
No
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oleh masyarakat desa Pantirejo dengan jumlah 35.087 Ha. Kemudian untuk luas 
penggunaan tanah sawah dan tanah kering yang paling banyak dipakai oleh 
masyarakat desa Windurojo dengan jumlah 1.079,083 Ha atau setara dengan 16% 
sedangkan paling sedikit di pakai pada desa Srinahan dengan jumlah 104.516 Ha 
atau setara dengn 2%. 
IV.2. Kondisi Demografi 
Kondisi demografi merupakan suatu kondisi yang menjelaskan terkait 
kependudukan warga masyarakat yang ada ditempat tersebut dengan tujuan 
mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan pendudukan 
dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial, Menjelaskan pertumbuhan 
masa lampau, penurunannya dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dan 
dengan data yang tersedia, Mencoba meramalkan pertumbuhan penduduk dimasa 
yang akan datang dan kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya. Kondisi  
demografi ini meliputi jumlah penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk 
menurut umur, jumlah rumah tangga, luas jumlah penduduk desa, jumlah 
penduduk menurut kewarga negaraan, dan jumlah penganut agama. Berikut ini 
data jumlah penduduk di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan: 
  
57 
 
 
 
Tabel : IV.02 
Jumlah penduduk menurut  jenis kelamin per Desa di Kecamatan Kesesi 
Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 
1. Windurojo 2.191 2.280 4.471 7
2. Ujungnegoro 1.096 985 2.011 3
3. Brondong 547 652 1.199 2
4. Podosari 1.911 1.924 3.835 6
5. Kwasen 1.447 1.479 2.926 5
6. Langensari 1.135 1.246 2.381 4
7. Jagung 1.521 1.502 3.023 5
8. Watugajah 469 490 959 2
9. Karangrejo 680 697 1.377 2
10. Karyomukti 922 1.007 1.929 3
11. Kesesi 3.995 4.057 8.052 13
12. Srinahan 1.194 1.321 2.515 4
13. Kaibahan 1.360 1.353 2.713 4
14. Watupayung 654 634 1.288 2
15. Krandon 1.455 1.539 2.994 5
16. Ponolawen 1.247 1.379 2.626 4
17. Kalimade 942 987 1.929 3
18. Sidomulyo 1.606 1.734 3.340 5
19. Sukorejo 1.489 1.510 2.999 5
20. Sidosari 1.326 1.389 2.715 4
21. Mulyorejo 1.334 1.457 2.791 5
22. Pantirejo 1.019 1.157 2.176 4
23. Kwigaran 818 842 1.660 3
Jumlah 30.358 31.621 61.909 100
% 49.04 51,08
No
Desa
Jenis Kelamin
Jumlah   %
Laki-laki Perempuan
Sumber: Data Kecamatan Kesesi dalam angka). 
Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan warga 
masyarakat di wilayah kecamatan kesesi menurut jenis kelamin per desa pada 
tahun 2018 berjumlah 61.909 jiwa. Terdiri dari laki –laki berjumlah 30.358 jiwa 
atau setara dengan 49,04% dan perempuan berjumlah 31.621jiwa atau setara 
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dengan 51,08%, dengan masyarakat terbanyak terdapat di desa Kesesi atau setara 
dengan 13% dan tersedikit di desa Watugajah atau setara denagn 2%. 
Tabel: IV.03 
Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di 
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun 2018. 
Laki-Laki Perempuan Jumlah %
2 3 4 5
0 – 4 2.592 2.382 4.974 8
5 – 9 2.968 2.700 5.668 9
10 – 14 3.114 3.011 6.125 10
15 – 19 2.564 2.341 4.905 8
20 – 24 2.039 1.985 4.024 6
25 – 29 1.698 1.997 3.695 6
30 – 34 1.752 2.127 3.879 6
35 – 39 1.843 2.041 3.884 6
40 – 44 2.093 2.213 4.306 7
45 – 49 2.303 2.270 4.573 7
50 – 54 1.967 2.101 4.068 7
55 – 59 1.782 1.935 3.717 6
60 – 64 1.465 1.516 2.981 5
65 – 69 899 1.068 1.967 3
1.209 1.934 3.143 5
30.288 31.621 61.909 100
Kel. Umur
1
70+
Jumlah  
(Sumber: Data Kecamatan Kesesi dalam angka). 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa , Penduduk paling banyak di wilayah 
kecamatan kesesi pada tahun 2018 terletak pada usia 10-14 tahun dengan jumlah 
keseluruhan 6.125 jiwa atau setara dengan 10%. Yang terdiri dari laki – laki 3.114 
jiwa atau setara dengan 5,02 % dan perempuan sebanyak 3.011 jiwa atau setara 
dengan 4,90 %. 
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Tabel : IV.04 
Jumlah rumah tangga dan rata – rata anggotanya per 
Desa di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 
Jumlah Rata –rata
penduduk anggota RT
1 2 3 4 5
1. Windurojo 1,296 4,471 7,2 3
2. Ujungnegoro 698 2,011 3,2 3
3. Brondong 417 1,199 1,9 3
4. Podosari 1,024 3,835 6,2 3
5. Kwasen 844 2,926 4,7 3
6. Langensari 682 2,381 3,8 3
7. Jagung 712 3,023 4,9 3
8. Watugajah 337 959 1,5 2
9. Karangrejo 528 1,377 2,2 2
10. Karyomukti 602 1,929 3,1 2
11. Kesesi 2,236 8,052 13,0 4
12. Srinahan 772 2,515 4,1 4
13. Kaibahan 877 2,713 4,4 3
14. Watupayung 459 1,288 2,1 2
15. Krandon 991 2,994 4,8 3
16. Ponolawen 766 2,626 4,2 3
17. Kalimade 717 1,929 3,1 2
18. Sidomulyo 968 3,34 5,4 2
19. Sukorejo 941 2,999 4,8 3
20. Sidosari 920 2,715 4,4 2
21. Mulyorejo 909 2,791 4,5 2
22. Pantirejo 793 2,176 3,5 2
23. Kwigaran 536 1,66 2,7 2
Jumlah 19,025 61,909 100 3
No Desa Jumlah RT %
  
( Sumber: Data Kecamatan Kesesi dalam angka). 
Tabel diatas menjelaskan tentang jumlah rukun tetangga di wilayah 
Kecamatan Kesesi  pada tahun 2018 yang mencapai 19.025 dengan penduduk 
yang keseluruhan berjumlah 61.909 jiwa serta memiliki rata – rata anggota RT 
setiap rumah sebanyak 3 orang dan jumlah penduduk terbanyak dalam Rt yaitu 
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terletak pada desa kesesi dengan jumlah 2.236 jiwa penduduk atau setara dengan 
13,0% dan yang paling sedikit terletak pada desa watugajah dengan jumlah 
penduduk 337 jiwa penduduk atau setara dengan 1,5%. 
Tabel : IV.05 
Luas, jumlah penduduk dan kepadatannya per Desa di Kecamatan Kesesi 
Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 
Kepadatan
penduduk (km2)
1 2 3 4 5
1. Windurojo 10.79 4,471 414 2
2. Ujungnegoro 5.61 2,011 358 1
3. Brondong 2.91 1,199 412 2
4. Podosari 3.33 3,835 1.152 5
5. Kwasen 4.51 2,926 649 3
6. Langensari 1.64 2,381 1.452 6
7. Jagung 2.49 3,023 1.214 5
8. Watugajah 1.78 959 539 2
9. Karangrejo 1.52 1,377 906 4
10. Karyomukti 2.17 1,929 889 4
11. Kesesi 8.75 8,052 920 4
12. Srinahan 1.05 2,515 2.395 10
13. Kaibahan 2.02 2,713 1.343 5
14. Watupayung 1.68 1,288 767 3
15. Krandon 2.83 2,994 1.058 4
16. Ponolawen 1.82 2,626 1.443 6
17. Kalimade 1.34 1,929 1.440 6
18. Sidomulyo 2.70 3,34 1.237 5
19. Sukorejo 2.22 2,999 1.351 5
20. Sidosari 2.32 2,715 1.170 5
21. Mulyorejo 1.90 2,791 1.469 6
22. Pantirejo 1.42 2,176 1.532 6
23. Kwigaran 1.71 1,66 971 4
Jumlah 68.51 61,909 25.081 100
 %
No
Desa Luas (km2) Jumlah penduduk
( Sumber: Data Kecamatan Kesesi dalam angka). 
Pada tabel diatas menjelaskan Luas dan kepadatan penduduk di wilayah 
Kecamatan Kesesi pada tahun 2018, yang mana Luas wilayah keseluruhan 
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mencapai 68.51 km2 dengan jumlah penduduk keseluruhan mencapai 61.909 jiwa 
dan memiliki kepadatan penduduk mencapai 904/km2. Yang mana desa pantirejo 
memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar dengan jumlah 1.532/km2 atau 
setara dengan 6 % dan desa ujungnegoro yang memiliki kepadatan penduduk 
paling sedikit dibanding yang lain dengan jumlah 358/km2 atau setara dengan 1%. 
Tabel : IV.06 
Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan per Desa di Kecamatan Kesesi 
Kabupaten Pekalongan Tahun 2018. 
Jumlah %
WNI WNA
1 2 3 4 5
1. Windurojo 4,471 - 4,471 7,2
2. Ujungnegoro 2,011 - 2,011 3,2
3. Brondong 1,199 - 1,199 1,9
4. Podosari 3,835 - 3,835 6,2
5. Kwasen 2,926 - 2,926 4,7
6. Langensari 2,381 - 2,381 3,8
7. Jagung 3,023 - 3,023 4,9
8. Watugajah 959 - 959 1549
9. Karangrejo 1,377 - 1,377 2,2
10. Karyomukti 1,929 - 1,929 3,1
11. Kesesi 8,052 - 8,052 13
12. Srinahan 2,515 - 2,515 4,1
13. Kaibahan 2,713 - 2,713 4,4
14. Watupayung 1,288 - 1,288 2,1
15. Krandon 2,994 - 2,994 4,8
16. Ponolawen 2,626 - 2,626 4,2
17. Kalimade 1,929 - 1,929 3,1
18. Sidomulyo 3,34 - 3,34 5,4
19. Sukorejo 2,999 - 2,999 4,8
20. Sidosari 2,715 - 2,715 4,4
21. Mulyorejo 2,791 - 2,791 4,5
22. Pantirejo 2,176 - 2,176 3,5
23. Kwigaran 1,66 - 1,66 2,7
Jumlah 61,909 0 61,909 100
Desa
Kewarganegaraan
No
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( Sumber: Data Kecamatan Kesesi dalam angka). 
Tabel diatas menunjukan bahwa keseluruhan masyarakat yang ada 
diwilayah Kecamatan Kesesi dari berbagai desa semuanya asli warga negara 
Indonesia tanpa terkecuali dengan jumlah 61.909 jiwa (100%) pada  tahun 2018. 
Tabel: IV.07 
Jumlah penganut agama per Desa  diKecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan 
Tahun 2018 
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Islam Protestan Katholik Hindhu Budha Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
1. Windurojo 4,469 2 - - - 4,471
2. Ujungnegoro 2,011 - - - - 2,011
3. Brondong 1,199 - - - - 1,199
4. Podosari 3,834 1 - - - 3,835
5. Kwasen 2,926 - - - - 2,926
6. Langensari 2,381 - - - - 2,381
7. Jagung 3,023 - - - - 3,023
8. Watugajah 959 - - - - 959
9. Karangrejo 1,375 2 - - - 1.377
10. Karyomukti 1,929 - - - - 1,929
11. Kesesi 8,018 32 2 - - 8,052
12. Srinahan 2,515 - - - - 2,515
13. Kaibahan 2,705 8 - - - 2,713
14. Watupayung 1,288 - - - - 1,288
15. Krandon 2,991 - 1 - - 2,992
16. Ponolawen 2,623 - 3 - - 2,626
17. Kalimade 1,929 - - - - 1,929
18. Sidomulyo 3,34 - - - - 3,34
19. Sukorejo 2,999 - - - - 2,999
20. Sidosari 2,715 - - - - 2,715
21. Mulyorejo 2,791 - - - - 2,791
22. Pantirejo 2,174 2 - - - 2,176
23. Kwigaran 1,659 1 - - - 1,66
Jumlah 61.853 48 6 - - 61.909
% 99,91 0,08 0,01 0,00 0,00 100,00
Desa
Penganut Agama
No
( Sumber: Data Kecamatan Kesesi dalam angka). 
Dengan melihat tabel pada data diatas menunjukan bahwa sebagian besar 
masyarakat di wilayah Kecamatan Kesesi menganut agama muslim/islam dengan 
jumlah keseluruhan mencapai 61.853 orang atau setara dengan 99,91%. Dan 
jumlah paling sedikit masyarakat lebih menganut pada agama katholik dengan 
jumlah 6 orang atau setara dengan 0,01% saja yang terdiri dari warga kesesi2 
orang, krandon 1 orang, dan ponolawen 3 orang. 
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Sehingga dapat dikatakan mayoritas masyarakatnya memiliki jiwa religius 
yang lumayan kental yang melekat pada setiap diri masyarakat. Dan membuat 
hubungan antar masyarakatnya menjadi lebih rukun ,akur, dan sejahtera antara 
masyarakat satu dengan yang lain, walaupun terkadang masih ada sedikit 
perselisihan. 
IV.3. Kondisi Pemerintahan 
Kecamatan merupakan wilayah administratif yang berada di bawah 
kabupaten atau kota. Suatu kecamatan merupakan gabungan dari beberapa desa 
dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya dia juga dibantu oleh perangkat-perangkat lainnya. 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 menjelaskan bahwa 
kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten 
atau kota. Dengan demikian seorang camat memiliki kedudukan dan bertanggung 
jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah atau bisa dikatakan 
bahwa organisasi kecamatan berfungsi serta bertanggung jawab untuk membantu 
tugas-tugas Bupati dalam mengoptimalkan berbagai kegiatan pemerintah, 
pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan yang berada di lingkup wilayah 
kecamatan. 
Dalam organisasi kecamatan juga memiliki gambar struktur mengenai 
bagian-bagian kecamatan yang bisa di lihat di gambar strukur agar mudah untuk 
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di ingat dan agar masyarakat mengerti berbagai bagian yang ada dalam tata 
kecamatan, Sehingga mampu memberikan informasi bagi masyarakat itu sendiri. 
Struktur organisasi juga penting bagi para aparatur, karena dengan adanya 
tatanan jabatan/kedudukan diharapkan menambah semangat para aparatur dalam 
bekerja dan mengabdikan dirinya kepada negara dan masyarakat. 
Struktur organisasi dalam sebuah organisasi juga di maksudkan untuk 
merumuskan tugas pokok dan fungsi yang terbagi dalam unit – unit bagian divisi 
agar meminamilisir terjadinya masalah dalam setiap unit atau divisi. Dalam 
struktur organisasi juga terdapat span of control (rentang pengendalian) para 
pimpinan unit untuk memperjelas jumlah unit yang akan di bawahi. 
Pentingnya struktur organisasi juga untuk mengatur hubungan yang baik 
antar unit atau masing-masing bidang. Serta dapat mempermudah aparatur dalam 
menjalankan tugas dan kewajibannya. 
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Skema IV.02 
Struktural Kecamatan Kesesi 
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( Sumber: Data Kecamatan Kesesi dalam angka). 
Kecamatan dipimpin oleh seorang camat merupakan perangkat daerah 
sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan 
oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang 
Pemerintahan, Pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan dalam kerja 
kecamatan. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kecamatan mempunyai 
fungsi : 
1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati 
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; 
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 
umum;  
3. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
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4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan; 
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat 
kecamatan; 
7. Pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan desa; 
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa. 
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Uraian tugas dari masing-masing pejabat stuktural di lingkungan 
kecamatan kesesi adalah sebagai berikut: 
Camat, mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan 
kemasyarakatan di wilayah kecamatan. 
2. Mengelola rencana dan program kerja kecamatan, sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas sesuai kebijakan pemerintah daerah. 
3. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan 
di wilayah kecamatan. 
Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas sebagai berikut : 
 
1. Membantu Camat dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan. 
2. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup kecamatan. 
3. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas. 
Kasubag Perancanaan dan Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas dalam urusan 
perencanaan, keuangan dan perlengkapan. 
2. Menyusun rencana dan program kerja kasubag perencanaan dan 
keuangan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 
3. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan. 
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Kasubag Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Membantu Sekretaris Kecamatan, dalam melaksanakan tugas 
kepegawaian. 
2. Menyusun rencana dan program kerja kasubag kepegawaian, sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas. 
3. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan. 
Kasi Pemerintahan dan pelayanan umum, mempunyai tugas sebagai berikut : 
 
1. Membantu Camat, dalam melaksanakan tugas dalam urusan 
pemerintahan kecamatan, pembinaan pemerintahan desa dan atau 
kelurahan. 
2. Menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Pemerintahan, 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 
3. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, 
peningkatan produktifitas dan pengembangan karier bawahan. 
4. Membantu Camat, dalam melaksanakan tugas dalam  pelayanan 
umum tingkat kecamatan. 
5. Menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Umum, 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 
Kasi Ketertiban dan Ketenteraman, mempunyai tugas sebagai berikut : 
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1. Membantu Camat, dalam melaksanakan tugas dalam tugas pembinaan 
ketenteraman dan ketertiban tingkat kecamatan; 
2. Menyiapkan rencana dan program kerja seksi ketenteraman dan ketertiban, 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
3. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan 
produktifitas dan pengembangan karier bawahan; 
Kasi Pemberdayaan Masyarakat , mempunyai tugas sebagai berikut : 
 
1. Membantu camat, dalam melaksanakan tugas dalam memberdayakan 
masyarakat desa. 
2. Menyiapkan rencana dan program kerja kasi pemberdayaan 
masyarakat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 
3. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, 
peningkatan produktifitas dan pengembangan karier bawahan. 
Kasi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas sebagai berikut : 
 
1. Membantu camat, dalam melaksanakan tugas dalam tugas di bidang 
kesejahteraan rakyat tingkat kecamatan. 
2. Menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Kesejahteraan 
Rakyat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 
3. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, 
peningkatan produktifitas dan pengembangan karier bawahan. 
IV.4. Kondisi Sosial Ekonomi  
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Dalam kehidupan sehari-hari sering kita mengamati adanya perbedaan 
kondisi antarwarga. Baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dalam 
lingkungan masyarakat yang lebih luas perbedaan mencakup berbagai aspek 
kehidupan, misalnya ada orang kaya dan orang miskin, ada orang berkuasa dan 
ada orang yang tidak berkuasa, serta ada orang yang dihormati dan ada orang 
yang tidak dihormati. 
Kondisi yang cenderung merujuk pada keadaan ekonomi dan sosial 
seseorang dalam kaitannya dengan jabatan (kekuasaan), dan peranan yang 
dimiliki oleh orang bersangkutan di dalam masyarakat. Status atau kondisi 
cenderung memperlihatkan tingkat kedudukan seseorang dalam hubungannya 
dengan orang lain berdasarkan suatu ukuran tertentu. Ukuran atau tolak ukur yang 
dipakai didasarkan pada salah satu kombinasi yang mencakup tingkat pendidikan, 
prestasi atau kekuasaan 
Dalam kamus besar bahasa indonesia kondisi adalah keadaan atau 
kedudukan seseorang. Sedangkan sosial adalah sesuatu yang berhubungan dengan 
masyarakat. Ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 
Dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi adalah keadaan, kedudukan 
atau posisi seseorang di dalam masyarakat yang ditinjau dari segi sosial dan 
ekonomi. Hal ini ditentukan oleh banyak hal yang mempengaruhi seperti 
tingkatpendidikan, pekerjaan dan penghasilan. 
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Tabel : IV.8 
Mata pencaharian penduduk Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan tahun 
2018. 
Mata Pencaharian Jumlah %
1 2 3
1. Pertanian padi 14.091 45
2. Hortikultura 31 0
3. Perkebunan 66 21
4. Perikanan 51 0
5. Peternakan 275 1
6. Kehutanan 17 0
7. Pertambangan 402 1
8. Industri 4.470 14
9. Listrik gas 21 0
10. Kontruksi 1.660 5
11. Perdagangan 4.468 14
12. Hotel restoran 1.117 4
13. Transportasi 930 3
14. Komunikasi 80 0
15. Keuangan 74 0
16. Jasa Pendidikan 1.218 4
17. Jasa Kesehatan 221 1
18. Jasa 2.183 7
19. Lainnya 6 0
Jumlah 31.381 100
No
 
( Sumber: Data Kecamatan Kesesi dalam angka).  
Bisa dilihat pada tabel di atas bahwa wilayah kecamatan kesesi memiliki 
beragam mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakatnya guna memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Dengan melihat tabel diatas yang paling dominan yaitu 
masyarakat bermata pencaharian sebagai petani padi palawija dengan jumlah total 
mencapai 14.091 atau setara dengan 45%, Disamping itu sektor pertanian juga 
telah menjadi produk unggulan bagi sebagian besar masyarakat di wilayah 
kecamatan kesesi. Dan mata pencaharian yang paling sedikit di tekuni oleh 
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masyarakat yaitu sebagai kehutanan, yang hanya berjumlah 17 orang saja atau 
setara dengan 0%. 
Dengan memperhatikan keragaman yang di miliki, Maka mobilitas 
perekonomian masyarakat wilayah kecamatan kesesi dapat di katakan sangat jauh 
untuk dikatakan “miskin harta” secara kasat mata dapat dilihat rumah - rumah 
yang di huni masyarakat umumnya berada pada kondisi yang prima dan layak 
pakai,Pertanian padi/sawah merupakan komoditi utama dengan 60% luas 
wilayahnya berupa lahan sawah, dengan sistem pengairan irigrasi teknis yang 
mampu menghasilkan produktivitas mencapai 7,5 ton/ha. 
Tabel : IV.9 
Sarana Prasarana dalam menunjang perekonomian Kecamatan Kesesi Kabupaten 
Pekalongan tahun 2018. 
Uraian Jumlah Keterangan
1 2 3
1. Pasar Tradisional 1 Baik
2. Pasar Hewan 1 Baik
3. Alfamart 2 Baik
4. Indomart 2 Baik
5. Bank BRI 1 Baik
6. Bank Surya Yudha 1 Baik
7. Bkk Kab. Pekalongan 1 Baik
8. Kospin Jasa 1 Baik
9. Kantor Pos 1 Baik
10. SPBU 1 Baik
11. Jumlah 12
No
 
( Sumber: Sekretariat Kecamatan Kesesi).  
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Tabel diatas menunjukan bahwa sarana prasarana dalam menunjang 
perekonomian di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan terbilang cukup baik, 
karena sudah ada beberapa sarana prasarana yang sudah tersedia. 
IV.5. Kondisi Kesehatan 
 Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 
Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan 
kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan termasuk 
kehamilan  dan persalinan. Untuk itu di suatu kecamatan harus memiliki sarana 
dan prasarana seperti pukesmas, pukesmas pembantu dan poliklinik. 
 Pukesmas merupakan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan 
pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta 
kecamatan dan memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada 
masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Dengan kata lain 
pukesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan 
kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. 
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Tabel : IV.10 
Banyaknya sarana kesehatan di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan tahun 
2018. 
Desa  Pukesmas Pukes. Pemb PKD jumlah %
1 2 3 4 5 6
1. Windurojo - 1 - 1 7,14
2. Ujungnegoro - - 1 1 7,14
3. Brondong - - - - 0,00
4. Podosari - - - - 0,00
5. Kwasen - 1 - 1 7,14
6. Langensari - - - - 0,00
7. Jagung 1 - - 1 7,14
8. Watugajah - - - - 0,00
9. Karangrejo - - 1 1 7,14
10. Karyomukti - - - - 0,00
11. Kesesi 1 - - 1 7,14
12. Srinahan - - - - 0,00
13. Kaibahan - - - - 0,00
14. Watupayung - - 1 1 7,14
15. Krandon - - - - 0,00
16. Ponolawen - - - - 0,00
17. Kalimade - - 1 1 7,14
18. Sidomulyo - 1 - 1 7,14
19. Sukorejo - - 1 1 7,14
20. Sidosari - - 1 1 7,14
21. Mulyorejo - - 1 1 7,14
22. Pantirejo - - 1 1 7,14
23. Kwigaran - - 1 1 7,14
Jumlah 2 3 9 14 100,00
No
( Sumber: Data Kecamatan Kesesi dalam angka). 
 Tabel di atas menunjukan bahwa data banyaknya sarana kesehatan di 
kecamatan kesesi kabupaten pekalongan tahun 2018 yang keseluruhan berjumlah 
2 pukesmas, 3 pukesmas pembantu dan 9 poliklinik desa. 
 
 
77 
 
 
 
Tabel : IV.11 
Banyaknya tenaga kesehatan di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan tahun 
2018. 
Desa Dokter Bidan Bides Para Medis Dukun Jumlah %
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Windurojo - - 1 - 4 5 5,81
2. Ujungnegoro - - 1 - 1 2 2,33
3. Brondong - - 1 - 2 3 3,49
4. Podosari - - 1 1 3 5 5,81
5. Kwasen - - 1 - 1 2 2,33
6. Langensari - - 1 - 3 4 4,65
7. Jagung - - 1 1 2 4 4,65
8. Watugajah - - 1 2 2 5 5,81
9. Karangrejo - 1 1 1 1 4 4,65
10. Karyomukti - 1 1 - 4 6 6,98
11. Kesesi 3 2 1 2 3 11 12,79
12. Srinahan - - 1 1 2 4 4,65
13. Kaibahan - - - - 1 1 1,16
14. Watupayung - - 1 - 1 2 2,33
15. Krandon - - 1 - 1 2 2,33
16. Ponolawen - - 1 2 1 4 4,65
17. Kalimade - - 1 - 1 2 2,33
18. Sidomulyo - - 1 - 2 3 3,49
19. Sukorejo - - 1 1 2 4 4,65
20. Sidosari - - 1 - 1 2 2,33
21. Mulyorejo - - 1 1 2 4 4,65
22. Pantirejo - - 1 - 2 3 3,49
23. Kwigaran - - 1 - 3 4 4,65
Jumlah 3 4 22 12 45 86 100,00
No
( Sumber: Data Kecamatan Kesesi dalam angka). 
Tabel di atas menunjukan bahwa data banyaknya tenaga kesehatan di 
kecamatan kesesi kabupaten pekalongan tahun 2018 yang keseluruhan berjumlah 
3 dokter, 4 bidan, 22 bidan desa, 22 para medis dan 45 dukun bayi. Dengan tenaga 
kesehatan terbanyak dimiliki desa Kesesi dengan jumlah 11 tenaga atau setara 
dengan 12,79% dan jumlah tenaga kesehatan paling sedikit terdapat di desa 
Kaibahan dengan jumlah 1 tenaga atau setara dengan 1,16%. 
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IV.6. Kondisi Sosial Budaya 
Masyarakat di sekitar kecamatan kesesi adalah pendukung kebudayaan 
jawa. Sebagaimana seperti masyarakat pendukung kebudayaan jawa lainnya, 
mereka dalam berkomunikasi juga menggunakan bahasa jawa. Akan tetapi, 
dengan dialek/dialog “Jawa-Pekalongan” yang termasuk dalam kategori dialek 
“solonan”. Dialognya yang khas menjadikan orang pekalongan sering disebut 
sebagai “Wong bandek”, Karena jika mengucapkan kata-kata tertentu, akhiran 
kata vokal kebanyakan di lafalkan dengan huruf “o” misalnya seperti opo, sego, 
moto dsb hal ini berbeda dengan daerah seperti banyumas,cilacap, banjarnegara 
pemalang tegal dan brebes yang menggunakan bahasa jawa ngapak dimana 
pengucapan akhiran kata vokal kebanyakan di lafalkan dengan huru “a” misalnya 
seperti apa, sega, lara dsb. 
Ada satu hal yang perlu dicatat berkenaan dengan bahasa ngapak karena 
ternyata ada bererapa desa di kecamatan kesesi yang tergabung dalam bahasa 
tersebut, seperti: desa kesesi, desa srinahan, desa sidomulyo dan desa sukorejo di 
mana masyarakatnya menggunakan ngapak pemalangan dalam berkomunikasi 
dengan sesamanya hal sesuai berdasarkan letak geografis yang berbatasan 
langsung dengan kabupaten pemalang. 
Prinsip keturunan yang dianut oleh masyarakat kesesi kabupaten 
pekalongan  adalah bilateral, yaitu suatu sistem penarikan garis keturunan melalui 
nenek-moyang laki-laki dan wanita secara serentak. Artinya, yang dianggap 
sebagai kerabatnya adalah kerabat dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. 
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Sedangkan, istilah yang digunakan untuk menyebut atau menyapa kerabatnya 
antara lain: bapak (istilah untuk menyebut orang tua laki-laki), sima (istilah untuk 
menyebut orang tua perempuan), side lanang (istilah yang digunakan untuk 
menyebut orang tua laki-laki ayah dan ibu), side wadon (istilah yang digunakan 
untuk menyebut orang tua perempuan ayah dan ibu), lek atau paman (istilah yang 
digunakan untuk menyebut adik laki-laki ayah dan ibu), bibi (istilah yang 
digunakan untuk menyebut adik perempuan ayah dan ibu), kakang (istilah yang 
digunakan untuk menyebut saudara tua laki-laki), mbakyu (istilah yang digunakan 
untuk menyebut saudara tua perempuan), dan adi (istilah yang digunakan untuk 
menyebut saudara muda baik laki-laki maupun perempuan). 
Sistem perkawinan yang mereka anut adalah “bebas”. Artinya, tidak hanya 
membatasi pada daerah sendiri (indogami-daerah), Tetapi juga membolehkan 
orang kawin dengan gadis atau jejaka dari daerah lain. Sedangkan, tempat tinggal 
yang dianut setelah perkawinan adalah matrilokal (pengantin baru tinggal di 
rumah orang tua atau dekat dengan kerabat pihak perempuan). 
Pada masa lalu orang-orang yang status sosialnya tinggi adalah yang 
memiliki harta benda yang berlimpah dan orang-orang yang pengetahuan 
agamanya (Islam) dalam/luas. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di masa 
lalu banyak orang tua yang mengirim anaknya ke pesantren, seperti: Kaliwungu 
(Semarang), Kraprak (Yogyakarta), dan Lasem (Jawa Timur). Namun, dewasa ini 
yang termasuk dalam status sosial tinggi adalah tidak hanya orang-orang yang 
memiliki kekayaan dan pengetahuan agama saja, tetapi juga pendidikan formal 
yang tinggi. 
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Ini artinya, orang-orang yang hanya memiliki kekayaan, pengetahuan 
agama, dan pendidikan formal yang sedang-sedang saja temasuk dalam 
statussosial sedang (menengah). Sedangkan, mereka yang tidak atau kurang 
mampu, baik dalam kekayaan, pengetahuan agama, dan pendidikan formal 
termasuk dalam status sosial yang rendah. 
Banyaknya lembaga keagamaan di wilayah Kecamatan Kesesi,dapat di 
jadikan parameter awal,bahwa masyarakat di wilayah Kecamatan Kesesi bersifat 
religius, santun dalam kata-kata dan bijak dalam sikap. Arus informasi sebagai 
dampak era globalisasi terbukti telah berhasil mendorong pada peningkatan 
kecerdasan masyarakat dari penindasan politis serta berhasil menyentuh rasa 
keingin tahuan yang tinggi. 
Terdapat indikasi yang kuat bahwa tokoh masyarakat telah memiliki 
wawasan mandiri tentang suatu tema yang sedang menjadi topik kajian 
masyarakat. Para tokoh masyarakat sangat menghargai kepada upaya-upaya 
inovatif bagi perkembangan pembangunan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur 
budaya bangsa yang Islami. 
Kemudian masyarakat desa yang ada di Kecamatan Kesesi ketika 
menjelang ramadhan menggelar tradisi nyadran atau saling bertukar hasil bumi di 
area pemakaman umum. Warga pun melakukan arak-arakan tumpeng yang di 
pimpin tetua desa, kedua kegiatan ini sebagai wadah silaturahmi warga desa 
sebelum ramadhan, Arak-arakan tumpeng sebagai simbol keberkahan dari yang 
Maha Kuasa terhadap para umat manusia serta wujud kebersamaan antar umat 
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beragama. Tradisi yang di selanggarkan setahuan sekali ratusan warga sangat 
antusias untuk berbondong-bondong menuju makam desa setempat. 
Selain itu di salah satu desa di kecamatan kesesi juga memiliki tradisi yang 
unik yang di lakukan setahun sekali bertepatan pada tanggal 1 bulan november, 
yaitu Bedah Bendung Gembiro. Bendungan Gembiro merupakan bangunan 
Belanda 1830 tersebut terletak di Desa Krandon, Kecamatan Kesesi, Kabupaten 
Pekalongan. Kendati bangunan tua, bendungan ini tetap kokoh dan berfungsi 
untuk mengairi areal persawahan di tiga wilayah Kecamatan yakni Kecamatan 
Kesesi, Sragi dan Siwalan 
Saat acara bedah bendungan, warga beramai-ramai dari berbagai daerah 
seperti  Pemalang, kota Pekalongan maupun Batang mendatangi sungai dari hulu 
sampai hilir untuk menjala ikan, namun ada juga warga yang sengaja datang 
hanya ingin menikmati kemeriahan acara ritual bedah pintu bendungan tersebut. 
Bedah bendungan merupakan pembukaan pintu bendungan yang dilakukan 
selama sehari semalam acara tahunan ini langsung di pimpin oleh Bapak Asip 
Kholbihi selaku Bupati Kab. Pekalongan. Selain bertujuan untuk membersihkan 
bendungan dan normalisasi bendungan, juga dilakukan panen raya ikan tawar. Di 
awal tahun sebelumnya Pemkab Pekalongan menyebar sekitar 500 ribu benih ikan 
berbagai jenis. Bedah bendungan ini menurut Asip Kholbihi juga untuk 
mengkampanyekan gemar makan ikan pada masyarakat. Asip mengungkapkan 
masih 21 persen masyarakatnya yang gemar makan ikan. 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Penelitian inimerupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berjudul 
Peran Kepala Desa D\alam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk 
Pembangunan Fisik di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Peneliti 
memilih informan tidak pada besaran tetapi kedalaman informasi yang didapatkan 
dengan memilih orang-orang yang mengetahui bagaimana permasalahan yang ada 
dalam penelitian, hal ini agar tingkat kepercayaan dan validitas dari penelitian ini 
memiliki kepercayaan bagi pembaca. 
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Peran Kepala Desa dalam 
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan fisik di Kecamatan 
Kesesi Kabupaten Pekalongan, dan untuk mengetahui apa saja faktor  penghambat 
serta solusi dari peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 
untuk pembangunan fisik di kecamatan kesesi kabupaten pekalongan. 
Pokok-pokok penelitian mengenai Peran Kepala Desa dalam 
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Pembagunan fisik di Kecamatan 
Kesesi Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut: 
4. Peran kepala desa dengan unit analisis: 
d. Peran kepala desa sebagai suatu kebijakan 
e. Peran kepala desa sebagai suatu strategi 
f. Peran kepala desa sebagai alat komunikasi  
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5. Partisipasi masyarakat dengan unit analisis:  
e. Partisipasi masyarakat dalam swadaya uang 
f. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 
g. Partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes 
h. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan menikmati hasil-hasil 
pembangunan didesa. 
6. Pembangunan fisik desa dengan unit analisis: 
d. Sarana dan prasarana lingkungan 
e. Sarana dan prasarana Ekonomi 
f. Sarana dan prasarana kesehatan 
 Untuk mengetahui apa yang sudah menjadi tujuan dalam penelitian ini, 
peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang 
berhubungan dengan Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi 
Masyarakat untuk Pembagunan Fisik di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan 
dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat serta solusi dari peran kepala 
desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan di 
kecamatan kesesi kabupaten pekalongan. 
Adapun informan mencangkup : 
a. Kepala Desa : 
     1.  Bapak Cokro A.md Kepala Desa Srinahan 
     2.  Bapak Sukardi Kepala Desa Watupayung 
     3.  Bapak Imam Seh Waluyo Kepala Desa Krandon 
b. Tokoh Masyarakat : 
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      1.  Bapak Supriyadi Desa Srinahan 
      2.  Bapak Siswanto S.Pd Desa Watupayung 
      3.  Bapak Suharyono S.Pd Desa Krandon 
  4.  Bapak Hartono S.Pd ketua BPD Desa Krandon 
  5.  Bapak Nur Kholisin ketua BPD Desa Srinahan 
  6.  Bapak H. Safrudin S.H ketua BPD Desa Watupayung 
c. Masyarakat : 
      1.  Bapak Nurhamdi dan Amin Taufik Desa Srinahan 
      2.  Bapak Kurdi dan Ibu Ninik Desa Watupayung 
      3.  Bapak Djonawi dan Ibu Muryati Desa Krandon 
V.1. Hasil Penelitian  
1.Peran kepala desa dengan unit analisis: 
a. Peran kepala desa sebagai suatu kebijakan 
yaitu kebijakan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 
untuk pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah 
pemerintah desa memiliki wewenang dalam pembuatan kebijakan desa? 
 Menurut Bapak Cokro A.md (selaku kepala desa srinahan) pada 
tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena 
pemerintah setiap desa secara hukumpun memiliki wewenang tersebut, 
meskipun berskala kecil dan lokal yang mencangkup wilayah administrasi 
desa itu sendiri. 
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 Adapun jawaban Bapak Sukardi (selaku kepala desa Watupayung) 
pada tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
Kebijakan desa merupakan bentuk tindak lanjut serta penjabaran dari 
peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara 
independen, melainkan tanggung jawab otonomi desa tetap di bawah 
wewenang dan pengawasan pemerintah kabupaten. Meski demikian desa 
memiliki hak dan wewenang berpartisipasi untuk  menentukan arah 
pembangunan desa itu sendiri. 
 Selanjutnya Bapak Imam Seh Waluyo S.Pd. (selaku kepala desa 
Krandon) pada tanggal 28 Mei 2019 mengatakan: 
Pemerintah desa secara formal memiliki wewenang dalam membuat 
peraturan yang bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum yang 
mengikat secara positif dalam bentuk peraturan desa. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa setiap kebijakan yang di buat kepala desa harus tetap mengacu pada 
peraturan yang berlaku, meski demikian desa memiliki hak dan wewenang 
berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan desa itu sendiri, 
dengan demikian kepala desa dalam membuat peraturan yang bersifat 
formal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara positif dalam 
bentuk peraturan desa.  
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana 
kesesuaian kebijakan yang di buat oleh kepala desa dengan peraturan yang 
berlaku? 
 Menurut Bapak Cokro A.md (selaku kepala desa srinahan) pada 
tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
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 Kebijakan yang ada di desa tetap harus sesuai aturan dari atasan yaitu 
atasan kecamatan kesesi dan kabupaten pekalongan, selain itu desa juga 
ada kebijakan misalnya ada warga masyrakat meminta akses jalan untuk 
di lewati warga untuk selanjutnya pemerintah desa meninjau langsung ke 
lokasi untuk kemudian setelah ada usulan-usulan banyak dari masyrakat 
dan masyarakatnya menghendaki tanahnya untuk dibuat jalan beberapa 
meter walaupun yang tadinya tidak ada di rencana musrenbangdes 
pemerintah desa tetap memberikan kebijakan dengan membuatkan jalan 
tersebut dan memasukan ke agenda musrenbangdes tahap selanjutnya. 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi (selaku kepala desa Watupayung) 
pada tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
 Untuk kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat yang ada di desa 
watupayung ini tetap mengacu dari atasan yaitu kabupaten dan sebagai 
kepala desa saya selalu mendorong masyarakat masyarakat ikut aktif 
dalam proses pembangunan mas. 
 Selanjutnya Bapak Imam Seh Waluyo S.Pd. (selaku kepala desa 
Krandon) pada tanggal 28 Mei 2019 mengatakan: 
Kesesuain kebijakan yang ada di desa krandon yaitu tetap mengacu dari 
atasan mas,dan mengenai peningkatan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan ini saya selaku kepala desa dan jajaran yang ada di desa 
selalu mengupayakan agar masyarakat aktif dalam pembangunan dan 
saya juga selalu intens memberikan masukan ketika ada acara bersama 
masyarakat desa krandon tentang pentingnya keikutsertaan masyrakat 
dalam pembangunan. 
 
 Selanjutnya menurut Bapak Nur Kholisin ( selaku ketua BPD Desa 
Srinahan ) pada tanggal 25 Juli 2019 mengatakan : 
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Bahwa kebijakan yang di buat kepala desa tetap berpedoman pada 
peraturan kabupaten Pekalongan, dalam pembuatan kebijakan kepala 
desa selalu membahas dengan saya dan anggota BPD yang lainnya. 
 Menurut Bapak Hartono S.Pd ( selaku ketua BPD Desa Krandon ) 
pada tanggal 25 Juli 2019 mengatakan : 
Tentunya dalam proses pembuatan kebijakan sudah sesuai dengan aturan 
yang berlaku, kemudian kepala desa selalu melibatkan BPD selaku badan 
eksekutif tingkat desa supaya peraturan yang di buat kepala desa itu dapat 
bermanfaat bagi masyarakatnya. 
Menurut Bapak H. Safrudin S.H ( selaku ketua BPD Desa 
Watupayung ) pada tanggal 25 Juli 2019 mengatakan : 
Peraturan yang dibuat tentunya sudah sesuai, karena sudah melewati 
tahapan dari mulai musyawarah bersama anggota BPD. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkanbahwa 
Kebijakan yang ada di setiap desa mengacu dan sesuai aturan dari atasan 
yaitu kecamatan kesesi dan kabupaten pekalongan, selain itu desa juga ada 
kebijakan mengenai peningkatan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan, peran kepala desa yaitu selalu mendorong masyarakat ikut 
aktif dalam proses pembangunan. Kemudian kepala desa selalu melibatkan 
BPDselaku badan eksekutif desa supaya peraturan yang di buat kepala 
desa dapat bermanfaat bagi masyarakat. 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana cara 
kepala desa mensosialisasikan kebijakan tentang peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan fisik desa? 
 Menurut Bapak Cokro A.md (selaku kepala desa srinahan) pada 
tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
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Saya sebagai kepala desa dalam mensosialasasikan kebijakan yang ada 
tidak hanya sendirian tetapi dengan cara di bantu lembaga yang ada 
didesa misalnya BPD,LPMD,LINMAS,PKK,Kelompok Tani dan tokoh-
tokoh masyarakat dengan bantuan lembaga tersebutlah akhirnya 
masyarakat dengan cepat memperoleh informasi-informasi yang sangat 
berguna bagi masyarakat. 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi (selaku kepala desa Watupayung) 
pada tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
Melalui serapan desa dimana saya dan lembaga desa menyampaikan 
kepada masyarakat secara terus menerus di setiap forum agar masyrakat 
di desa watupayung memahaminya. 
 Selanjutnya Bapak Imam Seh Waluyo S.Pd. (selaku kepala desa 
Krandon) pada tanggal 28 Mei 2019 mengatakan: 
 Saya sebagai kepala desa dalam bersosialisasi langsung mendatangi 
organisasi-organisasi yang ada di desa mas, dan setiap kali ada agenda 
musyawarah perdusun pun saya intens untuk mensosialisasikannya. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa sebagai kepala desa dalam bersosialisasi langsung mendatangi 
organisasi-organisasi yang ada di desa, kemudian untuk mempercepat di 
bantu lembaga yang ada di desa misalnya BPD, LPMD, LINMAS, PKK, 
Kelompok Tani dan tokoh-tokoh masyarakat dengan bantuan lembaga 
tersebutlah akhirnya masyarakat dengan cepat memperoleh informasi-
informasi yang sangat berguna bagi masyarakat. 
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4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana 
tanggapan atau respon masyarakat pada upaya kepala desa untuk 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa? 
 Menurut Bapak Cokro A.md dan Imam Seh Waluyo S.Pd. (selaku 
kepala desa srinahan dan kepala desa krandon) pada tanggal 27 dan 28 
Mei 2019 mengatakan: 
 Tanggapan atau respon masyarakat sangat positif dengan adanya 
beberapa  kegiatan pembanguanan fisik desa dan gotong royong antar 
warga masyarakat. 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi (selaku kepala desa Watupayung) 
pada tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
Tanggapan masyarakat sangat baik dan terus mendukung upaya saya 
sebagai kades dalam meningkatkan partisipasi masyrakat terutama dalam 
pembangunan desa. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa Tanggapan atau respon masyarakat sangat positif dengan adanya 
beberapa  kegiatan pembanguanan desa dan gotong royong antar warga 
masyarakat. Terbukti dengan banyaknya masyarakat yang ikut 
berpartisipasi. 
5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah kebijakan 
yang di ambil kepala desa tentang peningkatan partisipasi masyarakat 
bermanfaat? Jika iya apa saja manfaatnya? 
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 Menurut Bapak Cokro A.md (selaku kepala desa srinahan) pada 
tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
Sangat bermanfaat sekali, selagi kebijakan tersebut tidak merugikan 
masyrakat yang lain. 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi (selaku kepala desa Watupayung) 
pada tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
Sangat bermanfaat mas karena kebijakan ini untuk kepentingan bersama. 
 Selanjutnya Bapak Imam Seh Waluyo S.Pd. (selaku kepala desa 
Krandon) pada tanggal 28 Mei 2019 mengatakan: 
Bermanfaat mas, manfaatnya masyarakat menjadi lebih merasa di hargai 
karena di ikut sertakan dalam setiap pembangunan dan manfaat 
selanjutnya yaitu menghidupkan lagi nila-nilai kegotongroyongan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkanbahwa 
kebijakan yang di ambil kepala desa tentang peningkatan partisipasi 
masyarakat sangat bermanfaat bagi masyarakat, artinya masyarakat 
menjadi lebih merasa di hargai karena ikut serta dalam setiap 
pembangunan dan menghidupkan lagi nilai-nilai gotong royong sesama 
masyarakat. 
Berdasarkan 5 jawaban diatas mengenai indikator peran kepala 
desa sebagai kebijakan, penelitisimpulkan bahwa setiap kebijakan yang di 
buat kepala desa harus tetap mengacu pada peraturan yang berlaku, meski 
demikian desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam 
menentukan arah pembangunan desa itu sendiri, dengan demikian kepala 
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desa dalam membuat peraturan yang bersifat formal dan memiliki 
kekuatan hukum yang mengikat secara positif dalam bentuk peraturan 
desa. Kebijakan yang ada di setiap desa mengacu dan sesuai aturan dari 
atasan yaitu kecamatan kesesi dan kabupaten pekalongan, selain itu desa 
juga ada kebijakan mengenai peningkatan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan, peran kepala desa yaitu selalu mendorong masyarakat ikut 
aktif dalam proses pembangunan, kemudian kepala desa selalu melibatkan 
BPDselaku badan eksekutif desa supaya peraturan yang di buat kepala 
desa dapat bermanfaat bagi masyarakat.Sebagai kepala desa dalam 
bersosialisasi langsung mendatangi organisasi-organisasi yang ada di desa, 
kemudian untuk mempercepat di bantu lembaga yang ada di desa misalnya 
BPD, LPMD, LINMAS, PKK, Kelompok Tani dan tokoh-tokoh 
masyarakat dengan bantuan lembaga tersebutlah akhirnya masyarakat 
dengan cepat memperoleh informasi-informasi yang sangat berguna bagi 
masyarakat.Tanggapan atau respon masyarakat sangat positif dengan 
adanya beberapa kegiatan pembanguanan desa dan gotong royong antar 
warga masyarakat, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang ikut 
berpartisipasi.Kemudian kebijakan yang di ambil kepala desa tentang 
peningkatan partisipasi masyarakat sangat bermanfaat bagi masyarakat, 
artinya masyarakat menjadi lebih merasa di hargai karena ikut serta dalam 
setiap pembangunan dan menghidupkan lagi nilai-nilai gotong royong 
sesama masyarakat. 
b. Peran kepala desa sebagai suatu strategi. 
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yaitu strategi yang digunakan oleh kepala desa untuk pelaksanaan 
pembangunan desa dan mendapatkan dukungan atau partisipasi dari 
masyarakat.Dalam hal ini strategi yang di gunakan yaitu melalui tingkat 
pendidikan, dengan alasan semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan 
semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik 
desa. 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaiman strategi 
yang di jalankan oleh kepala desa dalam meningkatkan partisipasi 
masyarakat melalui tingkat pendidikan? 
 Menurut Bapak Cokro A.md (selaku kepala desa srinahan) pada 
tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
Walaupun pendidikan bermacamam-macam alhamdulilah warga 
masyarakat srinahan sudah berpengalaman dengan adanya tv, lewat 
koran, hp dan sebagainya sehingga SDM masyrakat di desa desa srinahan 
mengikuti dengan baik dan tidak membedakan masalah pendidikan jadi 
yang pendidikannya rendahpun bisa menyesuaikan. 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi (selaku kepala desa Watupayung) 
pada tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
Pendidikan sangat mempengaruhi dalam meningkatkan partisipasi 
masyarakat untuk pembangunan, jadi kalau orang yang berpendidikan itu 
mudah untuk di kasih pengertian berbeda dengan orang yang kurang 
berpendidikan mas harus butuh kesabaran dalam memberi pengertian 
terutama dalam pembangunan. 
 Selanjutnya Bapak Imam Seh Waluyo S.Pd. (selaku kepala desa 
Krandon) pada tanggal 28 Mei 2019 mengatakan: 
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Strategi yang saya lakukan sebagai kepala desa melalui tingkat 
pendidikan yaitu dengan mengoptimalkan pendidikan yang ada karena 
pendidikan sangat penting untuk kedepannya, dengan adanya pendidikan 
masyarakat akan dengan mudah di beri arahan tentang partisipasi 
masyrakat dalam pembangunan desa. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkanbahwa 
strategi yang di jalankan oleh kepala desa dalam meningkatkan partisipasi 
masyarakat melalui tingkat pendidikan yaitu dengan mengoptimalkan 
pendidikan yang ada karena pendidikan sangat penting untuk kedepannya, 
dengan adanya pendidikan masyarakat akan dengan mudah di beri arahan 
tentang partisipasi masyrakat dalam pembangunan desa.Masyarakat juga 
sudah melek dengan teknologi, sudah berpengalaman dengan adanya tv, 
lewat koran, hp dan sebagainya sehingga SDM masyrakat di desa mampu 
mengikuti dengan baik dan tidak membedakan masalah pendidikan jadi 
yang pendidikannya rendahpun bisa menyesuaikan. 
2) Pertanyaan yang penulis ajukan kepada informan adalah bagaimana respon 
masyarakat terhadap strategi pendidikan untuk meningkatkan partisipasi 
masyrakat? 
 Menurut Bapak Cokro A.md (selaku kepala desa srinahan) pada 
tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
Secara umum respon masyarakat biasa saja, hal ini karena sdm yang ada 
di desa srinahan sudah mulai baik dimana masyarakat sudah bisa 
mengikuti partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa. 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi (selaku kepala desa Watupayung) 
pada tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
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Respon masyarakat sangat baik mas, karena ya itu tadi pendidikan bisa 
mempengaruhi partisipasi yang lebih baik lagi mas. 
 Selanjutnya Bapak Imam Seh Waluyo S.Pd. (selaku kepala desa 
Krandon) pada tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
Respon masyarakat baik sekali mas, dan masyarakatpun menyadari 
bahwa pendidikan itu penting makanya dengan adanya pendidikan 
kesadaran partisipasi masyarakat menjadi lebih baik dan pendidikan juga 
di harapkan akan membawa perubahan seperti sikap berfikir. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa respon masyarakat baik, masyarakat menyadari bahwa pendidikan 
itu penting makanya dengan adanya pendidikan bisa mempengaruhi 
partisipasi yang lebih baik lagi dan pendidikan juga di harapkan akan 
membawa perubahan seperti sikap berfikir. 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah strategi 
pendidikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk 
pembangunan fisik bermanfaat? 
 Menurut Bapak Cokro A.md (selaku kepala desa srinahan) pada 
tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
Walaupun disini tidak membeda bedakan pendidikan tetapi menurut saya 
pendidikan bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi (selaku kepala desa Watupayung) 
pada tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
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Bermanfaat mas karena orang yang berpendidikan bisa memberi 
pengaruh atau mengajak orang yang berpendidikan kurang untuk ikut 
aktif dalam berpartisipasi dalam pembangunan fisik mas. 
 Selanjutnya Bapak Imam Seh Waluyo S.Pd. (selaku kepala desa 
Krandon) pada tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
Bermanfaat mas, artinya pembangunan fisik seperti jalan, drainase itu 
kan terstruktur jadi dengan pendidikan masyarakat akan lebih bisa untuk 
ikut merencanakan pembangunan dan melaksnakannya, jadi pendidikan 
dalam pembangunan fisik itu sangat singkron dan berketaitan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan fisik bermanfaat artinya orang yang berpendidikan bisa ikut 
merencanakan pembangunan dan melaksnakannya, bisa memberi 
pengaruh atau mengajak orang yang berpendidikan kurang untuk ikut aktif 
dalam berpartisipasi dalam pembangunan fisik. 
4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalahapa saja kendala 
yang di hadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui tingkat 
pendidikan? 
 Menurut Bapak Cokro A.md (selaku kepala desa srinahan) pada 
tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
Alhamdulillah sampai sekarang untuk kendala tidak ada mas. 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi (selaku kepala desa Watupayung) 
pada tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
Untuk kendala tidak di temukan kendala yang berarti mas,hanya saja  saja 
saya sebagai kades dan perangkat yang lainnya harus sabar dalam 
memberi pengertian terutama kepada warga yang berpendidikan rendah 
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untuk pembangunan fisik misalnya ketika pembuatan jalan yang tanah 
masyarakatnya terkena pembuatan  tersebut. 
 Selanjutnya Bapak Imam Seh Waluyo S.Pd. (selaku kepala desa 
Krandon) pada tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
untuk kendala yaitu karena tingkat pendidikan yang berbeda-beda jadi 
terkadang terjadi cara berfikir yang berbeda. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkanbahwa 
untuk kendala tidak di temukan suatu kendala yang berarti,hanya saja 
sebagai kades dan perangkat harus sabar dalam memberi pengertian 
terutama untuk pembangunan misalnya ketika pembuatan jalan yang tanah 
masyarakatnya terkena pembuatan  tersebut. 
5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Bagaimana solusi 
untuk mengatasi kendala tersebut? 
 Menurut Bapak Sukardi (selaku kepala desa Watupayung) pada 
tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
Solusinya yaitu memberi pengertian dan manfaat dari adanya 
pembangunan jalan tersebut misalnya jadi lancar akses jalan dan harga 
tanah yang ada disamping jalanpun ikut terangkat harga jualnya. 
 Adapun jawaban Bapak Imam Seh Waluyo S.Pd. (selaku kepala 
desa Krandon) pada tanggal 28 Mei 2019 mengatakan: 
solusi untuk kedepan nanti pendidikan menjadi paling pokok untuk 
peningkatkan partisipasi dengan mengoptimalkan pendidikan yang ada. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa solusi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan memberi 
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pengertian akanmanfaat dari adanya pembangunan jalan tersebut, artinya 
ketika akses jalan menjadi lancar maka harga tanah yang ada disamping 
jalanpun ikut terangkat harga jualnya. 
 Berdasarkan5 jawaban diatas mengenai indikator peran kepala desa 
sebagai strategi, penelitisimpulkan bahwastrategi yang di jalankan oleh 
kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui tingkat 
pendidikan yaitu dengan mengoptimalkan pendidikan yang ada karena 
pendidikan sangat penting untuk kedepannya, dengan adanya pendidikan 
masyarakat akan dengan mudah di beri arahan tentang partisipasi 
masyrakat dalam pembangunan desa.Masyarakat juga sudah melek dengan 
teknologi, sudah berpengalaman dengan adanya tv, lewat koran, hp dan 
sebagainya sehingga SDM masyrakat di desa mampu mengikuti dengan 
baik dan tidak membedakan masalah pendidikan jadi yang pendidikannya 
rendahpun bisa menyesuaikan.Respon masyarakat baik, masyarakat 
menyadari bahwa pendidikan itu penting makanya dengan adanya 
pendidikan bisa mempengaruhi partisipasi yang lebih baik lagi dan 
pendidikan juga di harapkan akan membawa perubahan seperti sikap 
berfikir. Strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan fisik bermanfaat artinya orang yang berpendidikan bisa ikut 
merencanakan pembangunan dan melaksnakannya, bisa memberi 
pengaruh atau mengajak orang yang berpendidikan kurang untuk ikut aktif 
dalam berpartisipasi dalam pembangunan fisik. Untuk kendala tidak di 
temukan suatu kendala yang berarti,hanya saja sebagai kades dan 
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perangkat harus sabar dalam memberi pengertian terutama untuk 
pembangunan misalnya ketika pembuatan jalan yang tanah masyarakatnya 
terkena pembuatan  tersebut. Serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut 
yaitu dengan memberi pengertian akanmanfaat dari adanya pembangunan 
jalan tersebut, artinya ketika akses jalan menjadi lancar maka harga tanah 
yang ada disamping jalanpun ikut terangkat harga jualnya. 
c. Peran kepala desa sebagai alat komunikasi. 
 Yaitu di gunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan 
masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan dalam 
pelaksanaan pembangunan. 
1. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Bagaimana 
kesesuaian komunikasi yang di lakukan kepala desa dengan aturan yang 
berlaku terkait peningkatan partisipasi masyarakat untuk pembangunan 
fisik desa? 
 Menurut Bapak Cokro A.md (selaku kepala desa srinahan) pada 
tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
Saya selaku Kepala desa dalam berkomunikasi memberikan informasi 
kepada masyrakat terkait aturan peningkatan partisipasi masyarakakat 
dalam pembangunan tetap berpedoman dari aturan atasan lagi. 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi (selaku kepala desa Watupayung) 
pada tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
Komunikasi yang dilakukan kepala desayaitu  terjun langsung 
kemasyarakat melalui kelompok-kelompok yang ada, misalnya kelompok 
tani. 
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 Selanjutnya Bapak Imam Seh Waluyo S.Pd. (selaku kepala desa 
Krandon) pada tanggal 28 Mei 2019 mengatakan: 
Selaku kepala desa saya dalam berkomunikasi mengenai kebijakan 
peningkatan partisipasi masyarakat selalu berpedoman dari atasan yaitu 
kecamatan dan kabupaten. 
Selanjutnya menurut Bapak Nur Kholisin ( selaku ketua BPD Desa 
Srinahan ) pada tanggal 27 Juli 2019 mengatakan : 
Ya sudah sesuai mas, selama ini saya selaku ketua BPD melihatnya 
berjalan dengan baik sih, tidak ada suatu persoalan. 
 Menurut Bapak Hartono S.Pd dan Bapak H. Safrudin S.H ( selaku 
ketua BPD Desa Krandon dan Desa watupayung) pada tanggal 28 Juli 
2019 mengatakan : 
Sudah kok mas, sudah sesuai. Pak kades terjun langsung ke warga dengan 
perangkat yang lain. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkanbahwa 
kesesuaian komunikasi yang di lakukan kepala desa dengan aturan yang 
berlaku terkait peningkatan partisipasi masyarakat untuk pembangunan 
sudah dilakukan dengan baik dan berpedoman dari aturan artinya 
komunikasi dilakukan dengan terjun langsung ke masyarakat melalui 
kelompok-kelompok yang ada di desa. 
2. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah materi 
komunikasi yang di sampaikan kepala desa dalam rangka peningkatan 
partisipasi masyarakat mudah di pahami? 
Menurut Bapak Nur Kholisin ( selaku ketua BPD Desa Srinahan ) 
pada tanggal 27 Juli 2019 mengatakan : 
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Mudah di pahami mas bahkan pak kades selalu memberi pemahaman 
khusus yaitu door to door kepada masyarakat yang kadang masih kurang 
tangkap dalam menerima materi dari pak kades. 
 Adapun jawaban Bapak Nurhamdi(selaku masyarakat desa 
srinahan) pada tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
Mudah di pahami mas saya selalu memahi dan mengerti apa yang selalu 
pak kades sampaikan. 
Menurut Bapak Siswanto S.Pd ( Selaku tokoh masyarakat Desa 
Watupayung) pada tanggal 28 Juli 2019 mengatakan : 
Mudah saya pahami kepala desa dalam menyampaikan materi selalu 
lancar jadi mudah saya pahami apalagi kades desa watupayung sudah 
menjabat selama 2 periode jadi sudah berpengalaman dalam 
penyampaian materi. 
 Selain itu menurut ibu Ninik (selaku masyarakat desa watupayung) 
pada tanggal 28 Juli 2019 mengatakan: 
Alhamdulilah pak kades ketika menyampaikan dapat saya pahami mas. 
Kemudian menurut Bapak Suharyono S.Pd (Selaku tokoh 
masyarakat Desa Krandon) pada tanggal 28 Juli 2019 mengatakan: 
Menurut saya sebagai tokoh masyarakat materi yang di sampaikan oleh 
kepala desa mudah di pahami karena kepala desa dalam menyampaikan 
materi terstruktur mas,dan kepala desa selalu memberikan materi tentang 
partisipasi ketika bermusyawarah dengan masyarakat. 
Selanjutnya menurut Bapak Djonawi(Selaku masyarakat Desa 
Krandon) pada tanggal 28 Juli 2019 mengatakan: 
Sudah baik mas pak kades dalam menyampaikan materi baik dan mudah 
di mengerti terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan fisik. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa materi yang di sampaikan kepala desa dalam berkomunikasi Mudah 
di pahami karena kepala desa dalam menyampaikan materi terstruktur dan 
bahkan kepala desa selalu memberi pemahaman khusus yaitu door too 
door kepada masyarakat yang kadang masih kurang tangkap dalam 
menerima materi dari pak kades. 
3. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Bagaimana 
mekanisme komunikasi yang di lakukan oleh kepala desa dalam rangka 
peningkatan partisipasi masyarakat? 
 Menurut Bapak Cokro A.md (selaku kepala desa srinahan) pada 
tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
Mekanisme komunikasi yang di lakukan kepala desa dengan cara 
memberikan informasi-informasi kepada kepala dusun melalu grup WA 
dan sebagainya untuk selanjutnya di beritahukan kepada rt,rw dan 
masyarakat. 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi (selaku kepala desa Watupayung) 
pada tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
Ya itu tadi mas, mekanisme komunikasi yang saya lakukan selaku kepala 
desa yaitu dengan bertemu langsung dengan masyrakat setiap ada 
kegiatan bersama ataupun pas ada musyawarah bersama masyarakat.  
 Selanjutnya Bapak Imam Seh Waluyo S.Pd. (selaku kepala desa 
Krandon) pada tanggal 28 Mei 2019 mengatakan: 
Komunikasi yang saya lakukan intens mas langsung terjun ke masyarakat 
dan sosialisasi menggunakan media cetak dengan membuat baliho-baliho 
untuk di pasang ditempat yang strategis agar masyarakatnya mengetahui. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkanbahwa 
mekanisme komunikasi yang di lakukan oleh kepala desa dalam rangka 
peningkatan partisipasi masyarakat yaitu dengan bertemu langsung dengan 
masyrakat setiap ada kegiatan bersama ataupun pada saat musyawarah 
bersama masyarakat. Selain itu mekanisme komunikasi yang di lakukan 
kepala desa dengan cara memberikan informasi-informasi kepada kepala 
dusun melalui grup WA dan sebagainya untuk selanjutnya di beritahukan 
kepadart, rw dan masyarakat. 
4. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalahapa saja hambatan 
yang di temui dalam komunikasi pada peningkatan partisipasi masyarakat 
untuk pembangunan fisik desa? 
 Menurut Bapak Cokro A.md (selaku kepala desa srinahan) pada 
tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
Tidak ada hambatan sama sekali mas 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi (selaku kepala desa Watupayung) 
pada tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
Alhamdulilah untuk hambatan sampai sekarang tidak ada mas masyarakat 
selalu memahami apa yang saya sampaikan. 
 Selanjutnya Bapak Imam Seh Waluyo S.Pd. (selaku kepala desa 
Krandon) pada tanggal 28 Mei 2019 mengatakan: 
 Untuk hambatan tidak ada hambatan yang berarti mas paling 
terkadang masih ada masyarakat yang masih kurang memahaminyatetapi 
itu bisa langsung terselesaikan dengan cara memberi pengertian-
pengertian secara khusus mas. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkanbahwa 
untuk hambatan yang di temukan dalam komunikasi pada peningkatan 
partisipasi masyarakat paling terkadang masih ada masyarakat yang masih 
kurang memahaminya tetapi itu bisa langsung terselesaikan dengan cara 
memberi pengertian-pengertian secara khusus. 
Berdasarkan4 jawaban diatas mengenai indikator peran kepala desa 
sebagai alat komunkasi, penelitisimpulkan bahwakesesuaian komunikasi 
yang di lakukan kepala desa dengan aturan yang berlaku terkait 
peningkatan partisipasi masyarakat untuk pembangunan sudah dilakukan 
dengan baik dan berpedoman dari aturan artinya komunikasi dilakukan 
dengan terjun langsung ke masyarakat melalui kelompok-kelompok yang 
ada di desa. Selanjutnya untuk materi yang di sampaikan kepala desa 
dalam berkomunikasi sudah mudah di pahami karena kepala desa dalam 
menyampaikan materi terstruktur dan bahkan kepala desa selalu memberi 
pemahaman khusus yaitu door too door kepada masyarakat yang kadang 
masih kurang tangkap dalam menerima materi dari pak kades.mekanisme 
komunikasi yang di lakukan oleh kepala desa dalam rangka peningkatan 
partisipasi masyarakat yaitu dengan bertemu langsung dengan masyrakat 
setiap ada kegiatan bersama ataupun pada saat musyawarah bersama 
masyarakat.Kemudian untuk hambatan yang di temukan dalam 
komunikasi pada peningkatan partisipasi masyarakat paling terkadang 
masih ada masyarakat yang masih kurang memahaminya tetapi itu bisa 
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langsung terselesaikan dengan cara memberi pengertian-pengertian secara 
khusus. 
Berdasarkan 3 kesimpulan diatas dapat di simpulkan lagipeneliti 
simpulkan bahwa setiap kebijakan yang di buat kepala desa harus tetap 
mengacu pada peraturan yang berlaku, meski demikian desa memiliki hak 
dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan desa 
itu sendiri, dengan demikian kepala desa dalam membuat peraturan yang 
bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara 
positif dalam bentuk peraturan desa. Kebijakan yang ada di setiap desa 
mengacu dan sesuai aturan dari atasan yaitu kecamatan kesesi dan 
kabupaten pekalongan, selain itu desa juga ada kebijakan mengenai 
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peran kepala 
desa yaitu selalu mendorong masyarakat ikut aktif dalam proses 
pembangunan, kemudian kepala desa selalu melibatkan BPDselaku badan 
eksekutif desa supaya peraturan yang di buat kepala desa dapat bermanfaat 
bagi masyarakat. Sebagai kepala desa dalam bersosialisasi langsung 
mendatangi organisasi-organisasi yang ada di desa, kemudian untuk 
mempercepat di bantu lembaga yang ada di desa misalnya BPD, LPMD, 
LINMAS, PKK, Kelompok Tani dan tokoh-tokoh masyarakat dengan 
bantuan lembaga tersebutlah akhirnya masyarakat dengan cepat 
memperoleh informasi-informasi yang sangat berguna bagi masyarakat. 
Tanggapan atau respon masyarakat sangat positif dengan adanya beberapa 
kegiatan pembanguanan desa dan gotong royong antar warga masyarakat, 
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terbukti dengan banyaknya masyarakat yang ikut berpartisipasi.Kemudian 
kebijakan yang di ambil kepala desa tentang peningkatan partisipasi 
masyarakat sangat bermanfaat bagi masyarakat, artinya masyarakat 
menjadi lebih merasa di hargai karena ikut serta dalam setiap 
pembangunan dan menghidupkan lagi nilai-nilai gotong royong sesama 
masyarakat. strategi yang di jalankan oleh kepala desa dalam 
meningkatkan partisipasi masyarakat melalui tingkat pendidikan yaitu 
dengan mengoptimalkan pendidikan yang ada karena pendidikan sangat 
penting untuk kedepannya, dengan adanya pendidikan masyarakat akan 
dengan mudah di beri arahan tentang partisipasi masyrakat dalam 
pembangunan desa.Masyarakat juga sudah melek dengan teknologi, sudah 
berpengalaman dengan adanya tv, lewat koran, hp dan sebagainya 
sehingga SDM masyrakat di desa mampu mengikuti dengan baik dan tidak 
membedakan masalah pendidikan jadi yang pendidikannya rendahpun bisa 
menyesuaikan. Respon masyarakat baik, masyarakat menyadari bahwa 
pendidikan itu penting makanya dengan adanya pendidikan bisa 
mempengaruhi partisipasi yang lebih baik lagi dan pendidikan juga di 
harapkan akan membawa perubahan seperti sikap berfikir. Strategi untuk 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik 
bermanfaat artinya orang yang berpendidikan bisa ikut merencanakan 
pembangunan dan melaksnakannya, bisa memberi pengaruh atau 
mengajak orang yang berpendidikan kurang untuk ikut aktif dalam 
berpartisipasi dalam pembangunan fisik. Untuk kendala tidak di temukan 
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suatu kendala yang berarti,hanya saja sebagai kades dan perangkat harus 
sabar dalam memberi pengertian terutama untuk pembangunan misalnya 
ketika pembuatan jalan yang tanah masyarakatnya terkena pembuatan  
tersebut. Serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan 
memberi pengertian akan manfaat dari adanya pembangunan jalan 
tersebut, artinya ketika akses jalan menjadi lancar maka harga tanah yang 
ada disamping jalanpun ikut terangkat harga jualnya.Kemudian untuk 
komunikasi, kesesuaian komunikasi yang di lakukan kepala desa dengan 
aturan yang berlaku terkait peningkatan partisipasi masyarakat untuk 
pembangunan sudah dilakukan dengan baik dan berpedoman dari aturan 
artinya komunikasi dilakukan dengan terjun langsung ke masyarakat 
melalui kelompok-kelompok yang ada di desa. Selanjutnya untuk materi 
yang di sampaikan kepala desa dalam berkomunikasi sudah mudah di 
pahami karena kepala desa dalam menyampaikan materi terstruktur dan 
bahkan kepala desa selalu memberi pemahaman khusus yaitu door too 
door kepada masyarakat yang kadang masih kurang tangkap dalam 
menerima materi dari pak kades. mekanisme komunikasi yang di lakukan 
oleh kepala desa dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat yaitu 
dengan bertemu langsung dengan masyrakat setiap ada kegiatan bersama 
ataupun pada saat musyawarah bersama masyarakat. Kemudian untuk 
hambatan yang di temukan dalam komunikasi pada peningkatan partisipasi 
masyarakat paling terkadang masih ada masyarakat yang masih kurang 
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memahaminya tetapi itu bisa langsung terselesaikan dengan cara memberi 
pengertian-pengertian secara khusus. 
2. Partisipasi Masyarakat dengan unit analisis: 
 a)   Partisipasi masyarakat dalam Swadaya Uang 
1)   Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana tingkat 
partisipasi dalam hal swadaya uang? 
  Menurut Bapak Cokro A.md (selaku kepala desa srinahan) pada 
tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
Untuk partisipasi uang yang ada di desa srinahan saat ini sudah tidak berjalan 
kaya seperti dulu mas, ya bisa di katakan sudah tidak ada. 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi (selaku kepala desa Watupayung) 
pada tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
Sekarang ini sudah sangat sulit mas bahkan sudah tidak ada 
 Selanjutnya Bapak Imam Seh Waluyo S.Pd. (selaku kepala desa 
Krandon) pada tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
Tadinya sudah ada mas tapi untuk sekarang ini sudah gak aktif lagi dan 
bisa di katakan sangat rendah mas untuk partisipasi swadaya uang. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa untuk partisipasi swadaya uang sangat rendah sekali bahkan bisa 
dikatakan sudah tidak ada. 
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2)  Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Adakah kendala 
yang di temukan untuk dalam partisipasi masyarakat untuk hal swadaya 
uang? 
  Menurut Bapak Cokro A.md dan Bapak Sukardi (selaku kepala 
desa srinahan dan kepala desa Watupayung ) pada tanggal 27 Juli 2019 
mengatakan: 
kendala yang ada karena masyarakat beranggapan sudah banyak 
bantuan-bantuan dari pemerintah pusat yang sangat besar dan apalagi 
sekarang ada bantuan dari dewan juga mas. 
Selanjutnya Bapak Imam Seh Waluyo S.Pd. (selaku kepala desa 
Krandon) pada tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
kendalanya dari kesadaran masyarakat yang minim karena beranggapan 
untuk kebutuhan sendiri saja masih kurang. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwakendalanya dari kesadaran masyarakat yang minim karena 
masyarakat beranggapan sudah banyak bantuan-bantuan dari pemerintah 
pusat yang sangat besar dan apalagi sekarang ada bantuan dari dewan juga. 
3)  Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Apa saja yang 
upaya yang di lakukan kepala desa untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam hal swadaya uang? 
  Menurut Bapak Cokro A.md (selaku kepala desa srinahan) pada 
tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
 Upaya yang saya lakukan selaku kepala desa selalu mendorong, 
melakukan musyarawarah dengan tokoh masyarakat dan masyarakat agar 
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mau di ajak kembali melakukan partisipasi terutama di dalam bentuk 
swadaya uang. 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi (selaku kepala desa Watupayung) 
pada tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
untuk upaya saya selalu kadang bermusyawarah kepada lembaga desa 
terus tokoh masyarakat dan masyarakat untuk menumbuhkan partisipasi 
swadaya uang karena dengan adanya swadaya uang ketika ada kebutuhan 
mendadak seperti pengatian lampu penerangan jalan secara mendadak 
bisa di ambilkan dari uang swadaya tersebut. 
Selanjutnya Bapak Imam Seh Waluyo S.Pd. (selaku kepala desa 
Krandon) pada tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
Upayanya yaitu melakukan musyawarah mufakat dengan lembaga yang 
ada di desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat untuk mencapai 
kesepakatan yaitu mengadakan swadaya uang untuk peningkatan 
pembangunan fisik yang ada di desa. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwaupaya yang lakukan selaku kepala desa selalu mendorong, 
melakukan musyarawarah dengan tokoh masyarakat dan masyarakat agar 
mau di ajak kembali melakukan partisipasi terutama di dalam bentuk 
swadaya uang, karena dengan adanya swadaya uang ketika ada kebutuhan 
mendadak seperti pengatian lampu penerangan jalan secara mendadak bisa 
di ambilkan dari uang swadaya tersebut. 
Berdasarkan 3 jawaban diatas mengenai indikator partisipasi 
masyarakat dalam swadaya uang, peneliti simpulkan bahwa untuk 
partisipasi swadaya uang sangat rendah sekali bahkan bisa dikatakan 
sudah tidak ada.kendalanya dari kesadaran masyarakat yang minim karena 
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masyarakat beranggapan sudah banyak bantuan-bantuan dari pemerintah 
pusat yang sangat besar dan apalagi sekarang ada bantuan dari dewan juga, 
upaya yang lakukan selaku kepala desa selalu mendorong, melakukan 
musyarawarah dengan tokoh masyarakat dan masyarakat agar mau di ajak 
kembali melakukan partisipasi terutama di dalam bentuk swadaya uang, 
karena dengan adanya swadaya uang ketika ada kebutuhan mendadak 
seperti pengatian lampu penerangan jalan secara mendadak bisa di 
ambilkan dari uang swadaya tersebut. 
b.    Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembagunan. 
  Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang 
ada di desa yang berupa tenaga yang dimana untuk menunjang 
keberhasilan program-program pelaksanaan pembangunan desa. 
1)  Pertanyaan yang penelitiajukan kepada informan apakah kepala desa dalam 
pelaksanaan pembangunan fisik desa melibatkan masyarakat? 
Menurut Bapak Nur Kholisin ( selaku ketua BPD Desa Srinahan ) 
pada tanggal 27 Juli 2019 mengatakan : 
Iya mas jelas melibatkan, ketika pembuatan drainase, pembetonan jalan, 
pembuatan tersier masyarakat selalu dilibatkan. 
 Adapun jawaban Amin Taufik (selaku masyarakat desa Srinahan) 
pada tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
Kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan selalu melibatkan 
masyarakat desa srinahan mas dan saya salah satu termasuk yang sering 
ikut dalam pelaksanaan pembangunan fisik yang ada di desa srinahan. 
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 Selanjutnya Bapak H. Safrudin S.H dan Bapak Kurdi ( selaku 
ketua BPD dan masyarakat DesaWatupayung) pada tanggal 28 Juli 2019 
mengatakan: 
Alhamdulilah pakades dalam pelaksanakan pembangunan selalu 
melibatkan masyarakat mas, dan masyarakatpun selalu tanggap karena 
dengan melibatkan masyarakat, masyarakat akan merasa untuk lebih di 
hargai dalam pembangunan fisik. 
 Kemudian Bapak Hartono S.Pd dan Bapak Djonawi ( selaku ketua 
BPD dan masyarakat DesaKrandon) pada tanggal 28 Juli 2019 
mengatakan: 
Kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa selalu 
melibatkan masyarakat mas karena tujuan dari pembangunan itu kan 
untuk masyarakat itu sendiri. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa Kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik selalu 
melibatkan masyarakat, dan masyarakatpun selalu tanggap karena tujuan 
dari pembangunan  untuk masyarakat itu sendiri. 
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah siapa saja 
masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik 
desa? 
 Menurut Bapak Cokro A.md (selaku kepala desa srinahan) pada 
tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
Semua warga masyarakat terutama pemuda desa srinahan. 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi (selaku kepala desa Watupayung) 
pada tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
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Semua masyarakat yang ada di desa watupayung terutama pemuda-
pemuda. 
 Selanjutnya Bapak Imam Seh Waluyo S.Pd. (selaku kepala desa 
Krandon) pada tanggal 28 Mei 2019 mengatakan: 
Tentunya masyarakat tapi terkadang hanya beberapa pemuda saja dan 
masyarakat dewasa. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yaitu 
hampir seluruh masyarakat desa, khusunya para pemuda desa. 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana 
kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan fisik desa? 
 Menurut Bapak Cokro A.md (selaku kepala desa srinahan) pada 
tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
Tingkat kepatuhan masyarakat saya akui baik mas semua warga sangat 
patuh dan antusias saat ada kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik. 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi (selaku kepala desa Watupayung) 
pada tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
Patuh sekali mas masyarakat sangat semangat. 
 SelanjutnyaBapak Imam Seh Waluyo S.Pd. (selaku kepala desa 
Krandon) pada tanggal 27 juli Mei 2019 mengatakan: 
Kepatuhan masyarakat sangat patuh mas karena saya melakukan 
pembangunan sesuai dengan spek aturan yang ada mas 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa kepatuhanmasyarakat baik, semua warga sangat patuh dan antusias 
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saat ada kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik, karena dalam 
melakukan pembangunan fisik kepala desa sesuai dengan spek aturan yang 
ada. 
4)   Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana respon 
masyarakat terhadap keterlibatannya dalam pelaksanaan pembangunan 
fisik desa? 
 Menurut Bapak Cokro A.md (selaku kepala desa srinahan) pada 
tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
 Respon masyarakat tentunya sangat baik dan senang mas karena dengan 
keterlibatannya, masyarakat merasa menjadi di hargai dalam pelaksanaan 
pembangunan fisik yang ada di desa srinahan. 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi (selaku kepala desa Watupayung) 
pada tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
Respon dari masyarakat sangat baik mas masyarakat menjadi lebih aktif 
ketika di libatkan dalam pembangunan fisik dan ini adalah bukti 
keterbukaan anatara pemerintah dan masyarakat. 
 Selanjutnya Bapak Imam Seh Waluyo S.Pd. (selaku kepala desa 
Krandon) pada tanggal 27 juli Mei 2019 mengatakan: 
 Tentunya respon masyarakat sangat baik sekali mas dan masyarakat 
selalu antusian dalam partisipasi pembangunan fisik. 
Berdasarkan hasil wawancara  dengan informan, disimpulkan 
bahwa Respon dari masyarakat sangat baik artinya dengan 
keterlibatannya, masyarakat merasa menjadi di hargai dalam pelaksanaan 
pembangunan fisik. 
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5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah manfaat 
dari pembangunan fisik desa tersebut? 
 Menurut Bapak Cokro A.md (selaku kepala desa srinahan) pada 
tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
 Manfaatnya banyak sekali mas mulai dari jalan yang sudah bagus terutama 
jalan utama dan gang-gang ini menjadi masyarakat menjadi mudah dalam 
beraktifitas terutama menjalankan perekonomiannay, kemudian dari 
drainase, kemudian penerangan jalan, kemudian dari tersier bagi para 
petani. 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi (selaku kepala desa Watupayung) 
pada tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
Manfaat dari pembangunan fisik yaitu masyarakat menjadi lebih 
menikmati mas terutama jalan mas, tersier, kemudian jembatan yang baru 
selesai kemarin mas ini berdampak sangat baik bagi masyarakat. 
Selanjutnya Bapak Imam Seh Waluyo S.Pd. (selaku kepala desa 
Krandon) pada tanggal 27 juli Mei 2019 mengatakan: 
Bermanfaat sekali bagi masyarakat mas karena memiliki dampak yang 
positif jalan menjadi mudah di lewati terutama yang ada di gang-gang 
sempit, kemudian drainase mas untuk menjaga kesehatan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa 
manfaat dari pembangunan fisik yaitu masyarakat menjadi lebih menikmati 
terutama jalan  yang ada di gang-gang sempit, tersier, kemudian jembatan. 
Berdasarkan 3 jawaban diatas mengenai indikator partisipasi 
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, peneliti simpulkan bahwa 
Kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik selalu melibatkan 
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masyarakat, dan masyarakatpun selalu tanggap karena tujuan dari 
pembangunan  untuk masyarakat itu sendiri. yang ikut berpartisipasi dalam 
pelaksanaan pembangunan yaitu hampir seluruh masyarakat desa, 
khusunya para pemuda desa. kepatuhan masyarakat baik, semua warga 
sangat patuh dan antusias saat ada kegiatan pelaksanaan pembangunan 
fisik, karena dalam melakukan pembangunan fisik kepala desa sesuai 
dengan spek aturan yang ada. Respon dari masyarakat sangat baik artinya 
dengan keterlibatannya, masyarakat merasa menjadi di hargai dalam 
pelaksanaan pembangunan fisik. manfaat dari pembangunan fisik yaitu 
masyarakat menjadi lebih menikmati terutama jalan  yang ada di gang-
gang sempit, tersier, kemudian jembatan. 
c)   Partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes. 
  Merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah 
pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk 
memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya 
dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan 
kegiatan yang diikutinya. 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana peran 
kepala desa dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk 
musrenbangdes? 
 Menurut Bapak Cokro A.md (selaku kepala desa srinahan) pada 
tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
Musrenbangdes untuk sekarang ini di lakukan hanya 2 kali dalam 1 tahun 
mas, sebelum ke musrenbangdes pertama kita mengikuti ke 
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musrenbangdus yang isinya aspirasi dari masyrakat untuk pembangunan 
desa yang kemudian di usulkan lagi di tingkat musrenbangdes. 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi (selaku kepala desa Watupayung) 
pada tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
Saya sebagai kepala desa menawarkan kepada masyarakat mas apa yang 
masyarakat ingin di bangun di desa ini untuk kemudian masyarakat di 
sampaikan ke rt/rw dan rt/rw disampaikan ke kepala dusun dan di bahas 
di musrenbangdus sebelum ke musrenbangdes. 
 Selanjutnya Bapak Imam Seh Waluyo S.Pd. (selaku kepala desa 
Krandon) pada tanggal 28 Mei 2019 mengatakan: 
Pertama sebelum musrenbangdes saya memberikan informasi bersama 
kadus-kadus kepada masyarakat untuk mengikuti musrenbangdus dulu 
jadi masyarakat menyampaikan aspirasi di musrenbangdus untuk 
kemudian di bawa kemusrenbangdes. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa peran kepala desa dalam mensosialisasikan kepada masyarakat 
untuk musrenbangdes yaitu pertama memberikan informasi bersama 
kadus-kadus kepada masyarakat untuk mengikuti musrenbangdus, kepala 
desa menawarkan kepada masyarakat apa yang masyarakat ingin dibangun 
di desa ini untuk kemudian masyarakat di sampaikan ke rt/rw, lalu rt/rw 
disampaikan ke kepala dusun dan di bahas di musrenbangdus, kemudian 
kita bahas di musrenbangdes. 
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Bagaimana 
materi yang di sampaiakan kepala desa tentang musrenbangdes ? 
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 Menurut Bapak Supriyadi dan Bapak Amin taufik (selaku tokoh 
dan masyarakat desa srinahan) pada tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
Materi yang  di sampaikan pak kades sangat baik sehingga saya sebagai 
tokoh dan masyarakat di desa srinahan selalu memahami apa maksud dari 
musrenbangdes yang di sampaiakan pak kades.  
 Adapun jawabanBapak Siswanto S.Pd dan Bapak Kurdi (selaku 
Tokoh dan masyarakat desa Watupayung) pada tanggal 28 Juli 2019 
mengatakan: 
Materi yang di samapaikan kepala desa sanagat mudah saya tangkap dan 
saya pahami mas, pak kades memberikan materi secar terstruktur dan 
tidak muter-muter. 
 Selain itu Bapak Hartono S.Pd dan Bapak Suharyono S.Pd (selaku 
ketua BPD dan Tokoh Masyarakat desa krandon) pada tanggal 28 Juli 
2019 mengatakan: 
Materi yang di sampaikan kepala desa sudah sesuai mas dan sangat 
mudah untuk di pahami mas pak kades selalu memberi informasi tentang 
musrenbangdes yang mudah untuk saya tangkap. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa materi yang  di sampaikan kepala desa sangat baik, materi di 
sampaikan secara terstruktur dan tidak muter-muter.sehingga selalu 
dapatdipahami apa maksud dari musrenbangdes yang di sampaiakan. 
3) Pertanyaan yang penelitiajukan kepada informan adalahapa saja bentuk 
partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes? 
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 Menurut Bapak Cokro A.md (selaku kepala desa srinahan) pada 
tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
Partisipasinya itu tadi hasil dari musrenbangdus untuk kemudian dari 
dusun-dusun menyampaikan di tingkat desa, tetapi di samping itu tetap 
ada usulan-usulan mendadak mas. 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi (selaku kepala desa Watupayung) 
pada tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
Bentuk partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes memberi ide-ide 
yang akan di bangun untuk kemudian di bahas dan di finalkan bersama 
mas. 
 SelanjutnyaBapak Imam Seh Waluyo S.Pd. (selaku kepala desa 
Krandon) pada tanggal 28 Mei 2019 mengatakan: 
Bentuk partisipasi masyarakat yaitu menyampaikan ide-ide dan gagasan-
gagasan yang sudah dibahas di dusunnya masing-masing pada saat 
musrenbangdus. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa apa saja bentuk partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes yaitu 
berupa ide-ide dan gagasan-gagasan apa yang akan di bangun untuk 
kemudian di bahas dan di finalkan bersama. 
4)  Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Bagaimana respon 
masyarakat terkait musrenbangdes? 
Menurut Bapak Cokro A.md (selaku kepala desa srinahan) pada 
tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
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Respon Masyarakat sangat baik mas masyarakat menjadi lebih antusias 
untuk menyampaikan aspirasinya dan gagasan-gagasan yang ingin di 
laksanakan dalam pembangunan fisik. 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi dan Imam seh waluyo (selaku 
kepala desa Watupayung dan Krandon) pada tanggal 27 Juli 2019 
mengatakan: 
Respon masyarakat sangat baik dan senang mas karena masyarakat akan 
tahu tentang rencana pembangunan fisik untuk kedepannya. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwarespon masyarakat sangat baik masyarakat menjadi lebih antusias 
untuk menyampaikan aspirasinya dan gagasan-gagasan yang ingin di 
rencanakan dalam pembangunan fisik. 
5)  Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah dengan di 
lakukannya musrenbangdes bermanfaat bagi masyarakat? 
Menurut Bapak Cokro A.md (selaku kepala desa srinahan) pada 
tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
 Bermanfaat sekali mas masyarakat menjadi bisa menyapaiakn ide-idenya 
untuk pembangunan dan menjadi tahu tentang rencana pembangunan fisik 
yang sudah di programkan kedepannya. 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi dan Imam seh waluyo (selaku 
kepala desa Watupayung dan Krandon) pada tanggal 27 Juli 2019 
mengatakan: 
Sangat bermanfaat mas, masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya 
untuk meningkatkan pembangunan fisik yang sudah ada. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwaSangat bermanfaat masyarakat menjadi bisa menyapaiakn ide-
idenya dan aspirasinya untuk meningkatkan pembangunan fisik yang 
sudah ada. 
 Berdasarkan 5 jawaban diatas mengenai indikator partisipasi 
masyarakat dlam musrenbangdes, penelitisimpulkan bahwa peran kepala 
desa dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk musrenbangdes 
yaitu pertama memberikan informasi bersama kadus-kadus kepada 
masyarakat untuk mengikuti musrenbangdus, kepala desa menawarkan 
kepada masyarakat apa yang masyarakat ingin dibangun di desa ini untuk 
kemudian masyarakat di sampaikan ke rt/rw, lalu rt/rw disampaikan ke 
kepala dusun dan di bahas di musrenbangdus, kemudian kita bahas di 
musrenbangdes. materi yang  di sampaikan kepala desa sangat baik, materi 
di sampaikan secara terstruktur dan tidak muter-muter.sehingga selalu 
dapatdipahami apa maksud dari musrenbangdes yang di sampaiakan. 
bentuk partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes yaitu berupa ide-ide 
dan gagasan-gagasan apa yang akan di bangun untuk kemudian di bahas 
dan di finalkan bersama. respon masyarakat sangat baik masyarakat 
menjadi lebih antusias untuk menyampaikan aspirasinya dan gagasan-
gagasan yang ingin di rencanakan dalam pembangunan fisik.Sangat 
bermanfaat masyarakat menjadi bisa menyapaiakn ide-idenya dan 
aspirasinya untuk meningkatkan pembangunan fisik yang sudah ada. 
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d. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan menikmati hasil-hasil 
pembangunan desa. 
Merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan 
pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak 
sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di 
samping itu, pemanfaaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan 
dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap 
program pembangunan yang akan datang 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah jadwal 
penyelesaian pembangunan fisik desa sesuai dengan aturan yang berlaku? 
  Menurut Bapak Cokro A.md (selaku kepala desa srinahan) pada 
tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
Sesuai mas karena saya selalu berpedoman dengan aturan yang ada 
sehingga pembangunan fisik yang saya lakukan di sini selalu tepat pada 
waktunya. 
Adapun jawaban Bapak Sukardi (selaku kepala desa Watupayung) 
pada tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
Sudah sesuai mas pembangunan yang ada disini sudah sesuai dengan apa 
yang sudah di rencanakan. 
 Selanjutnya Bapak Imam Seh Waluyo S.Pd. (selaku kepala desa 
Krandon) pada tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
Sesuai mas, sesuai aturan yang berlaku karena aturan tersebut jadikan 
pedoman untuk melaksanakan pembangunan fisik yang ada di desa 
Krandon. 
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  Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwajadwal penyelesaian pembangunan fisik desasudah  sesuai danselalu 
tepat pada waktunya, artinya aturan tersebut jadikan pedoman untuk 
melaksanakan pembangunan fisik 
2)  Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalahapakah masyarakat 
sudah menikmati hasil dari pembangunan fisik desa yang sudah 
terlaksana? 
 Menurut Bapak Cokro A.md (selaku kepala desa srinahan) pada 
tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
Sudah sangat menikmati mas apalagi pembangunan yang ada di desa 
srinahan ini atas usulan masyarakat sendiri ketika musrenbangdes. 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi (selaku kepala desa Watupayung) 
pada tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
Sudah sangat menikmati mas 
 selanjutnyaBapak Imam Seh Waluyo S.Pd. (selaku kepala desa 
Krandon) pada tanggal 28 Mei 2019 mengatakan: 
Sdah mas, sudah menikmati semuanya misalnya dari drainase,jalan, 
lampu penerangan jalan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa masyarakat sudah menikmati hasil dari pembangunan desa yang 
sudah terlaksana, meliputi drainase,jalan, dan lampu penerangan jalan. 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah masyarakat 
merasa puas dengan pembangunan fisik desa yang sudah ada? 
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  Menurut Bapak Cokro A.md (selaku kepala desa srinahan) pada 
tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
Secara keseluruhan masyarakat sangat puas karena masyarakat saya bisa 
menikmati semuanya. 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi dan Bapak Imam seh Waluyo 
S.Pd (selaku kepala desa Watupayung dan Krandon) pada tanggal 27 Juli 
2019 mengatakan: 
Secara umum masyarakat sudah merasa puas mas terutama masyarakat 
yang rumahnya di gang-gang sempit mulai dari jalan sudah di beton 
semua dan drainase yang sudah lancar 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa masyarakat sangat puas terutama masyarakat yang rumahnya di 
gang-gang sempit mulai dari jalan sudah di beton semua dan drainase yang 
sudah lancar. 
4)Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Apakah 
pembangunan fisik desa sudah bermanfaat bagi masyarakat? 
 Menurut Bapak Cokro A.md (selaku kepala desa srinahan) pada tanggal 27 
Juli 2019 mengatakan: 
 Sudah bermanfaat sekali mas mulai dari jalan, drainase penerangan jalan 
terus tersier dll. 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi (selaku kepala desa Watupayung) 
pada tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
Sangat bermanfaat sekali mas. 
 Selanjutnya Bapak Imam Seh Waluyo S.Pd. (selaku kepala desa 
Krandon) pada tanggal 28 Mei 2019 mengatakan: 
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Sangat-sangat bermanfaat mas masyarakat karena masyarakat sudah bisa 
untuk menikmati dari hasi pembangunan fisik yang ada. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa masyarakat sangat bermanfaat karena masyarakat sudah bisa untuk 
menikmati dari hasi pembangunan fisik yang ada. 
5)Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah masyarakat 
ikut memelihara pembangunan fisik desa yang sudah terlaksana? Jika iya 
dengan cara apa? 
 Menurut Bapak Cokro A.md (selaku kepala desa srinahan) pada 
tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
Tentunya ikut memelihara mas misalnya ada drainase air sudah banyak 
sampah masyarakatnya alhamdulilah sangat sadar untuk membersikan 
tanpa ada teguran.  
 Adapun jawaban Bapak Sukardi (selaku kepala desa Watupayung) 
pada tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
Ikut memelihara mas tetapi masih ada yang belum di karenakan rasa 
kesadaran yang masih kurang akan pentingnya pemeliharaan 
pembangunan yang sudah ada. 
 SelanjutnyaBapak Imam Seh Waluyo S.Pd. (selaku kepala desa 
Krandon) pada tanggal 28 Mei 2019 mengatakan: 
Untuk pemeliharaan masih kurang mas banyak masyarakat yang masih 
acuh tak acuh dan saya sebagai kepala desa terus mengupayakan dan 
memberi masukan secara intens agar tetap ikut menjaga dan memelihara 
pembangunan yang ada. 
 Berdarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa 
masih ada masyarakat yang acuh tak acuh, ada juga yang kurang 
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memperhatikan dikarenakan rasa kesadaran yang masih kurang akan 
pentingnya pemeliharaan pembangunan yang sudah ada. 
 Berdasarkan5 jawaban diatas mengenai indikator partisipasi 
masyarakat dalam pemanfaatan dan menikmati hasil – hasil pembangunan 
desa, peneliti simpulkan bahwa jadwal penyelesaian pembangunan fisik 
desa sudah  sesuai dan selalu tepat pada waktunya, artinya aturan tersebut 
jadikan pedoman untuk melaksanakan pembangunan fisik. masyarakat 
sudah menikmati hasil dari pembangunan desa yang sudah terlaksana, 
meliputi drainase,jalan, dan lampu penerangan jalan. masyarakat sangat 
puas terutama masyarakat yang rumahnya di gang-gang sempit mulai dari 
jalan sudah di beton semua dan drainase yang sudah lancar. masyarakat 
sangat bermanfaat karena masyarakat sudah bisa untuk menikmati dari 
hasi pembangunan fisik yang ada. masih ada masyarakat yang acuh tak 
acuh, ada juga yang kurang memperhatikan dikarenakan rasa kesadaran 
yang masih kurang akan pentingnya pemeliharaan pembangunan yang 
sudah ada. 
 Berdasarkan4 kesimpulan diatas dapat di simpulkan lagi bahwa 
untuk indikator partisipasi masyarakat dalam swadaya uang, peneliti 
simpulkan bahwa untuk partisipasi swadaya uang sangat rendah sekali 
bahkan bisa dikatakan sudah tidak ada.kendalanya dari kesadaran 
masyarakat yang minim karena masyarakat beranggapan sudah banyak 
bantuan-bantuan dari pemerintah pusat yang sangat besar dan apalagi 
sekarang ada bantuan dari dewan juga, upaya yang lakukan selaku kepala 
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desa selalu mendorong, melakukan musyarawarah dengan tokoh 
masyarakat dan masyarakat agar mau di ajak kembali melakukan 
partisipasi terutama di dalam bentuk swadaya uang, karena dengan adanya 
swadaya uang ketika ada kebutuhan mendadak seperti pengatian lampu 
penerangan jalan secara mendadak bisa di ambilkan dari uang swadaya 
tersebut. Selanjutnya mengenai indikator partisipasi masyarakat dalam 
pelaksanaan pembangunan, peneliti simpulkan bahwa Kepala desa dalam 
pelaksanaan pembangunan fisik selalu melibatkan masyarakat, dan 
masyarakatpun selalu tanggap karena tujuan dari pembangunan  untuk 
masyarakat itu sendiri. yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan 
pembangunan yaitu hampir seluruh masyarakat desa, khusunya para 
pemuda desa. kepatuhan masyarakat baik, semua warga sangat patuh dan 
antusias saat ada kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik, karena dalam 
melakukan pembangunan fisik kepala desa sesuai dengan spek aturan yang 
ada. Respon dari masyarakat sangat baik artinya dengan keterlibatannya, 
masyarakat merasa menjadi di hargai dalam pelaksanaan pembangunan 
fisik. manfaat dari pembangunan fisik yaitu masyarakat menjadi lebih 
menikmati terutama jalan  yang ada di gang-gang sempit, tersier, 
kemudian jembatan.Selanjutnyamengenai indikator partisipasi masyarakat 
dlam musrenbangdes, peneliti simpulkan bahwa peran kepala desa dalam 
mensosialisasikan kepada masyarakat untuk musrenbangdes yaitu pertama 
memberikan informasi bersama kadus-kadus kepada masyarakat untuk 
mengikuti musrenbangdus, kepala desa menawarkan kepada masyarakat 
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apa yang masyarakat ingin dibangun di desa ini untuk kemudian 
masyarakat di sampaikan ke rt/rw, lalu rt/rw disampaikan ke kepala dusun 
dan di bahas di musrenbangdus, kemudian kita bahas di musrenbangdes. 
materi yang  di sampaikan kepala desa sangat baik, materi di sampaikan 
secara terstruktur dan tidak muter-muter.sehingga selalu dapat dipahami 
apa maksud dari musrenbangdes yang di sampaiakan. bentuk partisipasi 
masyarakat dalam musrenbangdes yaitu berupa ide-ide dan gagasan-
gagasan apa yang akan di bangun untuk kemudian di bahas dan di finalkan 
bersama. respon masyarakat sangat baik masyarakat menjadi lebih 
antusias untuk menyampaikan aspirasinya dan gagasan-gagasan yang 
ingin di rencanakan dalam pembangunan fisik. Sangat bermanfaat 
masyarakat menjadi bisa menyapaiakn ide-idenya dan aspirasinya untuk 
meningkatkan pembangunan fisik yang sudah ada.Selanjutnya mengenai 
indikator partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan menikmati hasil – 
hasil pembangunan desa, peneliti simpulkan bahwa jadwal penyelesaian 
pembangunan fisik desa sudah  sesuai dan selalu tepat pada waktunya, 
artinya aturan tersebut jadikan pedoman untuk melaksanakan 
pembangunan fisik. masyarakat sudah menikmati hasil dari pembangunan 
desa yang sudah terlaksana, meliputi drainase,jalan, dan lampu penerangan 
jalan. masyarakat sangat puas terutama masyarakat yang rumahnya di 
gang-gang sempit mulai dari jalan sudah di beton semua dan drainase yang 
sudah lancar. masyarakat sangat bermanfaat karena masyarakat sudah bisa 
untuk menikmati dari hasi pembangunan fisik yang ada. masih ada 
128 
 
 
 
masyarakat yang acuh tak acuh, ada juga yang kurang memperhatikan 
dikarenakan rasa kesadaran yang masih kurang akan pentingnya 
pemeliharaan pembangunan yang sudah ada. 
3.Pembangunan fisik desa dengan unit analisis 
a.    Sarana dan Prasarana lingkungan  
1)   Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah program 
pembangunan fisik tentang sarana prasarana lingkungan sudah di 
sosialisasikan? 
 Menurut Bapak Supriyadi (selaku tokoh masyarakat desa srinahan) 
pada tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
Sudah di sosialisasikan mas pak kades selalu mensosialisasikan 
pembangunan sarana prasarana lingkungan yang akan di bangun 
misalnya melalui musyawarah bersama masyarakat. 
 Adapun jawaban BapakNur Kholisin (selaku ketua BPD Desa 
Srinahan) pada tanggal 27 Mei 2019 mengatakan: 
 Sudah di sosialisasikan mas kepala desa selalu mensosialisasikan 
program-program yang akan di laksanakan mas. 
 SelanjutnyaBapak H. Safrudin S.H dan Bapak Siswanto S.Pd 
(selaku ketua BPD dan tokoh masyarakat desa watupayung) pada tanggal 
28 Juli 2019 mengatakan: 
Di sosialisasikan mas saya selaku ketua BPD dan tokoh masyarakat selalu 
menerima informasi - informasi tentang kegiatan pelaksanaan 
pembangunan fisik desa dari pakades. 
 Selain itu Bapak Hartono S.Pd (selaku ketua BPD desa krandon) 
pada tanggal 28 Juli 2019 mengatakan: 
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Sudah disosialisasikan mas, yaitu sosialisasi melalui musyawarah 
bersama warga, terus melalui baliho-baliho mas, dan dalam forum-forum 
bersama masyarakat selalu di sampaikan oleh pakades mas 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa  program pembangunan fisik tentang sarana prasarana lingkungan 
sudah di sosialisasikan yaitu sosialisasi melalui musyawarah bersama 
warga, terus melalui baliho-baliho, dan dalam forum-forum bersama 
masyarakat selalu di sampaikan oleh pakades. 
2)   Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah program 
pembangunan fisik sudah di selesaikan? 
 Menurut Bapak Supriyadi (selaku tokoh masyarakat desa srinahan) 
pada tanggal 27 Julii 2019 mengatakan: 
Untuk program pembangunan fisik sarana prasarana lingkungan yang 
ada di desa srinahan sampai saat ini sudah terlaksana semua mas.   
 Adapun jawaban Bapak Nur Kholisin (selaku ketua BPD Desa 
Srinahan) pada tanggal 27 Juli 2019 mengatakan: 
Untuk program pembangunan fisik secara umum sudah mas tapi ada satu 
yaitu lumbung desa yang masih belum terselesaikan mas dan tinggal 
finishing.  
 SelanjutnyaBapak H. Safrudin S.H (selaku ketua BPD desa 
watupayung) pada tanggal 31 Mei 2019 mengatakan: 
Program pelaksanaan pembangunan fisik ada yang belum terselesaikan 
mas yaitu drainase dan jalan utama mas karena kemarin ada galian mas, 
tetapi pak bupati juga sudah melihat secara langsung kondisi ini mas dan 
sudah di janjikan akan segera di perbaiki. 
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 Selain ituBapak Hartono S.Pd dan Ibu Muryati (selaku ketua BPD 
dan masyarakat desa krandon) pada tanggal 28 Juli 2019 mengatakan: 
Secara umum program pembangunan yang sudah di rencanakan sudah 
terlaksana semua hanya saja ada satu jalan di dusun gembiro yang belum 
terselesaikan proses pengaspalannya karena di sebabkan adanya imbas 
galian di desa watupayung.  
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwasecara umum sudah di selesaikan, teapi untuk desa watupayung dan 
krandon ada yang belum terselesaikan yaitu drainase dan jalan utama mas 
karena kemarin ada galian. 
3)  Pertanyaan yang penelitiajukan kepada informan adalah apakah msyarakat 
sudah menikmati sarana prasarana lingkungan yang ada? 
 Menurut Bapak Supriyadi dan Bapak Nurhamdi (selaku tokoh dan 
masyarakat desa srinahan) pada tanggal 27 juli 2019 mengatakan: 
Secara umum saya dan masyarakat yang lain sudah menikmati sarana 
prasarana lingkungan yang ada mas mulai dari jalan, drainase, 
penerangan jalan, tempat pembuangan sampah dll 
 Adapun jawabanBapak Suharyono S.Pd (selaku Tokoh masyarakat 
desa krandon) pada tanggal 28 Juli 2019 mengatakan: 
Masyarakat sudah menikmati sarana prasarana lingkungan yang ada mas 
 KemudianBapak Siswanto S.Pd dan Bapak Kurdi (selaku tokoh 
masyarakat dan masyarakat desa watupayung) pada tanggal 28 Juli 2019 
mengatakan: 
Secara umum masyarakat sudah menikmati sarana prasarana yang ada 
mas 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa Secara umum saya dan masyarakat yang lain sudah menikmati 
sarana prasarana lingkungan yang ada mas mulai dari jalan, drainase, 
penerangan jalan, tempat pembuangan sampah dll. 
4)  Pertanyaan yang penelitiajukan kepada informan adalah apakah sarana 
prasaran lingkungan yang sudah ada bermanfaat bagi masyarakat? 
 Menurut Bapak Supriyadi dan Bapak Nurhamdi (selaku tokoh dan 
masyarakat desa srinahan) pada tanggal 27 juli 2019 mengatakan: 
Pembangunan sarana prasarana yang sudah ada sangat bermanfaat 
sekali mas. 
 Adapun jawaban Bapak Suharyono S.Pd dan Ibu Ninik (selaku 
Tokoh masyarakat desa krandon dan masyarakat desa krandon) pada 
tanggal 28 Juli 2019 mengatakan: 
 Sarana prasarana yang sudah ada saat ini sangat bermanfaat mas. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwapembangunan fisik sarana prasarana yang sudah ada sangat 
bermanfaat sekali bagi masyarakat. 
5) Pertanyaan yang penelitiajukan kepada informan adalah Apakah masyarakat 
sudah meras puas dengan sarana prasarana lingkungan yang sudah ada? 
 Menurut Bapak Nurhamdi dan Bapak amin taufik (selaku  
masyarakat desa srinahan) pada tanggal 27 juli 2019 mengatakan: 
Masyarakat sudah puas dengan adanya sarana prasarana yang ada dan 
kalau bisa untuk di tambahakan lagi. 
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 Kemudian Bapak Siswanto S.Pd dan Bapak Kurdi (selaku tokoh 
masyarakat dan masyarakat desa watupayung) pada tanggal 28 Juli 2019 
mengatakan: 
Masyarakat belum merasa puas mas karena itu tadi sarana prasarana 
jalan utama sampai saat ini masih rusak parah. 
 Adapun jawaban Bapak Suharyono S.Pd (selaku Tokoh masyarakat 
desa krandon) pada tanggal 28 Juli 2019 mengatakan: 
Masyarakat secara umum sudah merasa puas dengan sarana prasarana 
lingkungan yang ada tetapi kalau bisa untuk di tambah lagi. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa secara umum masyarakat puas tetapi untuk desa watupayung 
Masyarakat belum merasa puas karena sarana prasarana jalan utama 
sampai saat ini masih rusak parah. 
 Berdasarkan 3 jawaban diatas mengenai indikator sarana dan 
prasarana lingkungan, penelitisimpulkan bahwa  program pembangunan 
fisik tentang sarana prasarana lingkungan sudah di sosialisasikan yaitu 
sosialisasi melalui musyawarah bersama warga, terus melalui baliho-
baliho , dan dalam forum-forum bersama masyarakat selalu di sampaikan 
oleh pakades.secara umum sudah di selesaikan, teapi untuk desa 
watupayung dan krandon ada yang belum terselesaikan yaitu drainase dan 
jalan utama mas karena kemarin ada galian.Secara umum saya dan 
masyarakat yang lain sudah menikmati sarana prasarana lingkungan yang 
ada mulai dari jalan, drainase, penerangan jalan, tempat pembuangan 
sampah dll. Pembangunan fisik sarana prasarana yang sudah ada sangat 
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bermanfaat sekali bagi masyarakat.secara umum masyarakat puas tetapi 
untuk desa watupayung Masyarakat belum merasa puas karena sarana 
prasarana jalan utama sampai saat ini masih rusak parah. 
b.    Sarana dan Prasarana Ekonomi 
1)  Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah untuk 
sarana prasarana ekonomi ada pasar desa? 
 Menurut Bapak Cokro A.Md (selaku Kepala Desa srinahan) pada 
tanggal 27 juli 2019 mengatakan: 
 Untuk pasar desa sampai saat ini belum ada mas. 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi dan Bapak imam seh waluyo S.Pd 
(selaku kepala desa Watupayung dan Krandon) pada tanggal 27 juli 2019 
mengatakan: 
Pasar desa belum ada mas. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa sarana prasarana ekonomi untuk pasar desa belum ada. 
2)  Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah sudah ada 
bank desa? 
 Menurut Bapak Cokro A.Md (selaku Kepala Desa srinahan) pada 
tanggal 27 juli 2019 mengatakan:  
 Untuk bank desa sampai saat ini juga belum ada mas. 
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 Adapun jawaban Bapak Sukardi dan Bapak imam seh waluyo 
(selaku kepala desa Watupayung dan Krandon) pada tanggal 27 Juli 2019 
mengatakan: 
Bank desa juga belum ada mas. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa untuk bank desa juga belum ada. 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalahBagaimana kendala 
yang di hadapai untuk sarana prasaran ekonomi? 
Menurut Bapak Cokro A.Md dan Bapak Imam seh waluyo S.Pd 
(selaku Kepala Desa srinahan dan krandon) pada tanggal 27 juli 2019 
mengatakan: 
Kendala yang di hadapi untuk bank desa yaitu belum adanya masyarakat 
yang bisa untuk mengelola bank desa tersebut. 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi(selaku kepala desa Watupayung) 
pada tanggal 27 juli 2019 mengatakan: 
Untuk kendala karena saya masih fokus untuk membangun sebuah pomba 
besar mas untuk mengairi sawah karena di kita kebanyakan mata 
pencarian sebagai petani dan petani selalu mengeluhkan tentang air 
ketika musim kemarau. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwaKendala yang di hadapi untuk bank desa yaitu belum adanya 
masyarakat yang bisa untuk mengelola bank desa tersebut. 
4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana solusi 
untuk mengatasi kendala tersebut? 
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Menurut Bapak Cokro A.Md(selaku Kepala Desa srinahan) pada 
tanggal 27 juli 2019 mengatakan: 
Solusinya saya sebagai kepala desa selalu memberi pemahaman kepada 
masyarakat agar tahu tentang bank desa, supaya masyarakat mau untuk 
mengelola bank desa. 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi(selaku kepala desa Watupayung) 
pada tanggal 27 juli 2019 mengatakan: 
Untuk solusi kedepannya sudah saya rencankan bank desa di tahun 2020 
Kemudian Bapak Imam seh waluyo S.Pd (selaku Kepala Desa 
krandon) pada tanggal 27 juli 2019 mengatakan: 
Solusinya saya selalu membimbing kelompok-kelompok yang ada mas 
agar mau membentuk bank desa supaya desa memiliki pendapatan 
tambahan mas. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa Solusinya selalu membimbing kelompok-kelompok yang ada agar 
tahu tentang bank desa dan mau membentuk bank desa supaya desa 
memiliki pendapatan tambahan. 
Berdasarkan4 jawaban diatas mengenai indikator sarana dan 
prasarana ekonomi, penelitisimpulkan bahwa sarana prasarana ekonomi 
untuk pasar desa belum ada, untuk bank desa juga belum ada. Kendala 
yang di hadapi untuk bank desa yaitu belum adanya masyarakat yang bisa 
untuk mengelola bank desa tersebut. Kemudian untuk Solusinya selalu 
membimbing kelompok-kelompok yang ada agar tahu tentang bank desa 
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dan mau membentuk bank desa supaya desa memiliki pendapatan 
tambahan. 
c.Sarana dan Prasarana kesehatan 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana keadaan 
sarana prasarana kesehatan yang ada pada posyandu? 
 Menurut Bapak Cokro A.Md (selaku Kepala Desa srinahan) pada 
tanggal 27 juli 2019 mengatakan:  
 Alhamdulilah untuk sarana prasarana kesehatan di desa srinahan sudah 
baik yaitu dengan adanya gedung bidan desa dan posyandu. 
 Adapun jawaban Bapak Sukardi dan Bapak imam seh waluyo 
(selaku kepala desa Watupayung dan Krandon) pada tanggal 27 Juli 2019 
mengatakan: 
Pembangunan sarana prasarana kesehatan sudah baik mas posyandu 
yang tadinya masih di tempat pak kades untuk sekarang sudah ada 
gedungnya sendiri. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwauntuk sarana prasarana kesehatan di desa sudah baik posyandu yang 
tadinya masih di tempat pak kades untuk sekarang sudah ada gedungnya 
sendiri. 
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalahapakah sudah ada 
sarana prasarana untuk poliklinik desa? 
 Menurut Bapak Cokro A.Md dan Bapak Imam seh waluyo (selaku 
Kepala Desa srinahan dan krandon) pada tanggal 27 juli 2019 mengatakan: 
Untuk poliknik desa sampai saat ini belum ada mas. 
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Adapun jawabanBapak Sukardi(selaku kepala desa watupayung) 
pada tanggal 27Juli 2019 mengatakan: 
Alhamdulillah untuk poliklinik desa kita sudah ada mas bisa di katakan 
untuk sarana prasarana kesehatan disini paling lengkap. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa untuk poliklinik desa hanya ada di desa watupayung. 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Apa saja kendala 
yang ada pada sarana prasarana kesehatan? 
  Menurut Bapak Cokro A.Md (selaku Kepala Desa srinahan) pada 
tanggal 27 juli 2019 mengatakan: 
Untuk poliklinik desa memang belum di canangkan pada program 
pemabangunan sarana parasarana kesehatan dikarenakan untuk desa 
srinahan jarak dengan pukesmas sangat dekat.  
Kemudian Bapak Imam seh waluyo S.Pd (selaku Kepala Desa 
krandon) pada tanggal 27 juli 2019 mengatakan: 
Kendalanya yaitu ketika meminta bantuan ke pemkab sering saingan 
dengan desa lain dan dimana desa lain lebih selalu unggul dan 
memenangkan untuk mendapatkan dan pembuatan itu mas. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwa untuk Kendalanya yaitu ketika meminta bantuan ke pemkab sering 
saingan dengan desa lain dan dimana desa lain lebih selalu unggul dan 
memenangkan untuk pembuatan poliklinik desa. 
4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana solusi 
untuk mengatasi kendala tersebut? 
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  Menurut Bapak Cokro A.Md (selaku Kepala Desa srinahan) pada 
tanggal 27 juli 2019 mengatakan: 
Ya itu tadi mas karena jarak desa dengan pukesmas dekat maka warga 
masyarakat langsung ke pukesmas. 
Kemudian Bapak Imam seh waluyo S.Pd (selaku Kepala Desa 
krandon) pada tanggal 27 juli 2019 mengatakan: 
Solusi saya selalu mengupayakan sekuat mungkin mas supaya bisa 
mendapatkan dan membangun poliklinik desa. 
  Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
bahwaSolusinya selalu mengupayakan sekuat mungkin mas supaya bisa 
mendapatkan dan membangun poliklinik desa. 
Berdasarkan 4 jawaban diatas mengenai indikator sarana dan 
prasarana kesehatan, peneliti simpulkan bahwa untuk sarana prasarana 
kesehatan di desa sudah baik posyandu yang tadinya masih di tempat pak 
kades untuk sekarang sudah ada gedungnya sendiri, untuk poliklinik desa 
hanya ada di desa watupayung. Kendala yang ditemukan yaitu ketika 
meminta bantuan ke pemkab sering saingan dengan desa lain dan dimana 
desa lain lebih selalu unggul dan memenangkan untuk pembuatan 
poliklinik desa. Serta solusinya yaituselalu mengupayakan sekuat mungkin 
mas supaya bisa mendapatkan dan membangun poliklinik desa 
 paramedis. 
Berdasarkan3 kesimpulan diatas dapat di simpulkan lagi bahwa 
untuk indikator sarana dan prasarana lingkungan, penelitisimpulkan bahwa  
program pembangunan fisik tentang sarana prasarana lingkungan sudah di 
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sosialisasikan yaitu sosialisasi melalui musyawarah bersama warga, terus 
melalui baliho-baliho , dan dalam forum-forum bersama masyarakat selalu 
di sampaikan oleh pakades.secara umum sudah di selesaikan, teapi untuk 
desa watupayung dan krandon ada yang belum terselesaikan yaitu drainase 
dan jalan utama mas karena kemarin ada galian.Secara umum saya dan 
masyarakat yang lain sudah menikmati sarana prasarana lingkungan yang 
ada mulai dari jalan, drainase, penerangan jalan, tempat pembuangan 
sampah dll. Pembangunan fisik sarana prasarana yang sudah ada sangat 
bermanfaat sekali bagi masyarakat.secara umum masyarakat puas tetapi 
untuk desa watupayung Masyarakat belum merasa puas karena sarana 
prasarana jalan utama sampai saat ini masih rusak parah.Selanjutnya 
mengenai indikator sarana dan prasarana ekonomi, penelitisimpulkan 
bahwa sarana prasarana ekonomi untuk pasar desa belum ada, untuk bank 
desa juga belum ada. Kendala yang di hadapi untuk bank desa yaitu belum 
adanya masyarakat yang bisa untuk mengelola bank desa tersebut. 
Kemudian untuk Solusinya selalu membimbing kelompok-kelompok yang 
ada agar tahu tentang bank desa dan mau membentuk bank desa supaya 
desa memiliki pendapatan tambahan. Kemudian mengenai indikator sarana 
dan prasarana kesehatan, peneliti simpulkan bahwa untuk sarana prasarana 
kesehatan di desa sudah baik posyandu yang tadinya masih di tempat pak 
kades untuk sekarang sudah ada gedungnya sendiri, untuk poliklinik desa 
hanya ada di desa watupayung. Kendala yang ditemukan yaitu ketika 
meminta bantuan ke pemkab sering saingan dengan desa lain dan dimana 
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desa lain lebih selalu unggul dan memenangkan untuk pembuatan 
poliklinik desa. Serta solusinya yaituselalu mengupayakan sekuat mungkin 
mas supaya bisa mendapatkan dan membangun poliklinik desa. 
 
V.2. Pembahasan atas Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa peran 
kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan 
dengan unit analisis: 1) peran kepala desa sebagai kebijakan, dapat diketahui 
bahwa setiap kebijakan yang di buat kepala desa tetap mengacu pada peraturan 
yang berlaku, meski demikian desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi 
dalam menentukan arah pembangunan desa itu sendiri, kepala desa dalam 
membuat peraturan yang bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum yang 
mengikat secara positif dalam bentuk peraturan desa. Selain itu desa juga 
memiliki kebijakan mengenai peningkatan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan, peran kepala desa yaitu selalu mendorong masyarakat ikut aktif 
dalam proses pembangunandan mensosialisasikan kepada masyarakat di bantu 
lembaga yang ada di desa meliputi BPD, LPMD, LINMAS, PKK, Kelompok Tani 
dan tokoh masyarakat. 2) peran kepala desa sebagai strategi, dapat diketahui 
bahwa strategi yang di jalankan oleh kepala desa dalam meningkatkan partisipasi 
masyarakat melalui tingkat pendidikan yaitu dengan mengoptimalkan pendidikan 
yang ada karena pendidikan sangat penting untuk kedepannya, dengan adanya 
pendidikan masyarakat akan dengan mudah di beri arahan tentang partisipasi 
masyrakat dalam pembangunan fisik desa. Selanjutnya untuk respon masyarakat 
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baik, masyarakat menyadari bahwa pendidikan itu penting maka dari itu dengan 
adanya pendidikan bisa mempengaruhi partisipasi yang lebih baik. 3)peran kepala 
desa sebagai alat komunkasi, dapat diketahui dari kesesuaian komunikasi yang di 
lakukan kepala desa dengan aturan yang berlaku terkait peningkatan partisipasi 
masyarakat untuk pembangunan fisik sudah dilakukan dengan baik dan 
berpedoman dari aturan. Selanjutnya untuk materi yang di sampaikan kepala desa 
dalam berkomunikasi sudah mudah di pahami karena kepala desa dalam 
menyampaikan materi terstruktur dan bahkan kepala desa selalu memberi 
pemahaman khusus secara door to door kepada masyarakat yang kadang masih 
kurang tangkap dalam menerima materi dari pak kades. Selanjutnya untuk 
mekanisme komunikasi yang di lakukan oleh kepala desa dalam rangka 
peningkatan partisipasi masyarakat yaitu dengan bertemu langsung dengan 
masyrakat setiap ada kegiatan bersama ataupun pada saat musyawarah bersama 
masyarakat. 
Selanjutnya partisipasi masyarakat dengan unit analisis 1) partisipasi 
masyarakat dalam swadaya uang masih sangat rendah, kendalanya pada kesadaran 
masyarakat yang minim karena masyarakat beranggapan sudah banyak bantuan-
bantuan dari pemerintah pusat yang sangat besar dan bantuan dari dewan, upaya 
yang lakukan oleh kepala desa yaitu dengan mendorong, melakukan 
musyarawarah dengan tokoh masyarakat dan masyarakat agar mau di ajak 
kembali melakukan partisipasi terutama di dalam bentuk swadaya uang, karena 
dengan adanya swadaya uang ketika ada kebutuhan mendadak seperti pengatian 
lampu penerangan jalan dan kematian bisa di ambilkan dari uang swadaya 
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tersebut. 2) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, dapat 
diketahui bahwa Kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik selalu 
melibatkan masyarakat, dan masyarakatpun selalu tanggap karena tujuan dari 
pembangunan  untuk masyarakat itu sendiri. Kepatuhan masyarakat sangat baik, 
semua warga sangat patuh dan antusias saat ada kegiatan pelaksanaan 
pembangunan fisik, karena dalam melakukan pembangunan fisik kepala desa 
sesuai dengan aspek aturan yang ada. Respon dari masyarakat sangat baik artinya 
dengan keterlibatannya, masyarakat merasa menjadi di hargai dalam pelaksanaan 
pembangunan fisik. Adapun manfaat dari pembangunan fisik yaitu masyarakat 
menjadi lebih menikmati terutama jalan  yang ada di gang-gang sempit, tersier, 
kemudian jembatan. 3) partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes, dapat 
diketahui bahwa peran kepala desa dalam mensosialisasikan kepada masyarakat 
untuk musrenbangdes yaitu pertama memberikan informasi bersama kadus-kadus 
kepada masyarakat untuk mengikuti musrenbangdus, kepala desa menawarkan 
kepada masyarakat apa yang masyarakat ingin dibangun di desa ini untuk 
kemudian masyarakat di sampaikan ke rt/rw, lalu rt/rw disampaikan ke kepala 
dusun dan di bahas di musrenbangdus, kemudian bahas di musrenbangdes. Untuk 
materi yang  di sampaikan kepala desa sangat baik, materi di sampaikan secara 
terstruktur, sehingga selalu dapat dipahami apa maksud dari musrenbangdes yang 
di sampaiakan. Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes yaitu 
berupa ide-ide dan gagasan-gagasan apa yang akan di bangun untuk kemudian di 
bahas dan di finalkan bersama. Respon masyarakat sangat baik masyarakat 
menjadi lebih antusias untuk menyampaikan aspirasinya dan gagasan-gagasan 
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yang ingin di rencanakan dalam pembangunan fisik. 4) partisipasi masyarakat 
dalam pemanfaatan dan menikmati hasil – hasil pembangunan desa, dapat 
diketahui bahwa jadwal penyelesaian pembangunan fisik desa sudah  sesuai dan 
selalu tepat pada waktunya, artinya aturan tersebut jadikan pedoman untuk 
melaksanakan pembangunan fisik. Masyarakat sudah menikmati hasil dari 
pembangunan desa yang sudah terlaksana, meliputi drainase, jalan, dan lampu 
penerangan jalan. Masyarakat sangat puas. Dalam hal ini sangat bermanfaat 
karena masyarakat sudah bisa untuk menikmati dari hasi pembangunan fisik yang 
ada. Namun dalam proses pemeliharaan, ditemukan suatu kendala, kendala 
tersebut yaitu ada pada masyarakat yang masih acuh tak acuh, ada juga yang 
kurang memperhatikan dikarenakan rasa kesadaran yang masih kurang akan 
pentingnya pemeliharaan pembangunan yang sudah ada. 
Selanjutnya pembangunan fisik desadengan unit analisis 1) sarana dan 
prasarana lingkungan, dapat diketahui bahwa  program pembangunan fisik tentang 
sarana prasarana lingkungan sudah di sosialisasikan yaitu sosialisasi melalui 
musyawarah bersama warga, terus melalui baliho-baliho, dan dalam forum-forum 
bersama masyarakat selalu di sampaikan oleh pakades. secara umum sudah di 
selesaikan, teapi untuk desa watupayung dan krandon ada yang belum 
terselesaikan yaitu drainase dan jalan utama mas karena kemarin ada galian. 
Secara umum masyarakat sudah menikmati sarana prasarana lingkungan yang ada 
mulai dari jalan, drainase, penerangan jalan, tempat pembuangan sampah dll. 
Masyarakat merasa puas tetapi untuk desa watupayung masyarakat belum merasa 
puas karena sarana prasarana jalan utama sampai saat ini masih rusak parah. 2) 
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sarana dan prasarana ekonomi,dapat diketahui bahwa sarana prasarana ekonomi 
untuk pasar desa belum ada, untuk bank desa juga belum ada. Kendala yang di 
hadapi untuk bank desa yaitu belum adanya masyarakat yang bisa untuk 
mengelola bank desa tersebut. Kemudian untuk solusinya selalu membimbing 
kelompok-kelompok yang ada agar tahu tentang bank desa dan mau membentuk 
bank desa supaya desa memiliki pendapatan tambahan. 3) sarana dan prasarana 
kesehatan, peneliti simpulkan bahwa untuk sarana prasarana kesehatan di desa 
sudah baik posyandu yang tadinya masih di tempat pak kades untuk sekarang 
sudah ada gedungnya sendiri, untuk poliklinik desa hanya ada di desa 
watupayung. Kendala yang ditemukan yaitu ketika meminta bantuan ke pemkab 
sering saingan dengan desa lain dan dimana desa lain lebih selalu unggul dan 
memenangkan untuk pembuatan poliklinik desa. Serta solusinya yaitu selalu 
mengupayakan sekuat mungkin supaya bisa mendapatkan dan membangun 
poliklinik desa. 
 Apabila dikaitkan dengan yang dijadikan landasan penelitian sebagaimana 
yang dikemukakan oleh suharto (2006 :32) yang menyampaikan bahawa peran 
dapat dicermati dari 1) peran sebagai suatu kebijakan, 2) peran sebagai strategi, 3) 
peran sebagai alat komunikasi.Dalam prakteknya ternyata telah di 
implementasikan oleh Kepala Desa Srinahan, Kepala Desa Watupayunng, Kepala 
Desa Krandon dan berjalan baik walaupun masih terdapat kendala. 
Mengacu pada temuan penelitian, tenyata kendala-kendala yang di temui 
di lapangandari swadaya uang masyarakat masih sangat rendah, kesadaran 
masyarakat yang minim karena masyarakat beranggapan sudah banyak bantuan-
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bantuan dari pemerintah pusat yang sangat besar dan bantuan dari dewan. 
Kemudian dalam pemeliharaan pembangunan masih ada masyarakat yang acuh 
tak acuh, ada juga yang kurang memperhatikan dikarenakan rasa kesadaran yang 
masih kurang akan pentingnya pemeliharaan pembangunan yang sudah ada, 
kemudian untuk sarana prasarana lingkungan masih adanya program yang belum 
terselesaikan, khususnya di desa Watupayung yang akses jalan utamanya masih 
sangat rusak. Selanjutnya sarana prasarana ekonomi belum adanya bank desa dan 
Pasar desa, dan yang terakhir sarana prasarana kesehatan tidak adanya poliklinik 
desa untuk desa Srinahan dan desa Krandon. 
Untuk mengatasi kendala yang ada dalam penelitian ini maka solusi untuk 
partisipasi masyarakat dalam swadaya uang, sebagai kepala desa yaitu selalu 
mendorong dan melakukan musyarawarah dengan tokoh masyarakat dan 
masyarakat agar mau di ajak kembali melakukan partisipasi terutama di dalam 
bentuk swadaya uang, karena dengan adanya swadaya uang ketika ada kebutuhan 
mendadak seperti pengatian lampu penerangan jalan dan kematian bisa di 
ambilkan dari uang swadaya tersebut. Kemudian untuk solusi pemanfaatan dan 
menikmati hasil – hasil pembangunan, sebagai kepala desa yaitu membeikan 
pengertian – pengertian kepada masyarakat akan pentingnya pemeliharaan 
pembangunan yang sdah ada. Selanjunya solusi untuk sarana prasarana 
lingkungan khusunya masyarakat desa Watupayung yang merasa kurang puas 
akan jalan utama yang ada di desa yaitu dengan kepala desa berkoordinsi dengan 
pemkab untuk proses perbaikan jalan tersebut untuk segers di lakukan perbaikan. 
Adapun solusi untuk sarana prasarana ekonomi yaitu dengan selalu membimbing 
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kelompok-kelompok yang ada agar tahu tentang bank desa dan mau membentuk 
bank desa supaya desa memiliki pendapatan tambahan. Dan yang terakhir solusi 
untuk sarana prasarana kesehatan yaitu dengan selalu mengupayakan sekuat 
mungkin supaya bisa mendapatkan dan membangun poliklinik desa. 
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BAB VI 
PENUTUP 
VI.1. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan mengenai Peran kepala desa 
dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan fisik di 
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk 
pembangunan fisik desa diukur dengan unit analisis peran kepala desa 
sebagai suatu kebijakan, strategi, dan sebagai alat komunikasi sudah 
berjalan dengan baik, artinya setiap kebijakan yang dilakukan kepala desa 
sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam mensosialisasikan kepada 
masyarakat kepala desa di bantu lembaga yang ada di desa meliputi BPD, 
LPMD, LINMAS, PKK, Kelompok Tani dan tokoh masyarakat dimana 
kebijakan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat mempengaruhi 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa, strategi yang 
digunakan melalui pendidikan respon masyarakat baik, masyarakat 
menyadari bahwa pendidikan itu penting maka dari itu dengan adanya 
pendidikan bisa mempengaruhi partisipasi yang lebih baik, di mana strategi 
pendidikan sangat bermanfaat dan mampu meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam aspek ide maupun gagasan dalam pembangunan fisik 
desa, selanjutnya sebagai alat komunikasi, dapat diketahui dari kesesuaian 
komunikasi yang di lakukan kepala desa sudah berpedoman dengan aturan 
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yang ada, Selanjutnya untuk materi yang di sampaikan, kepala desa terjun 
langsung ke organisasi-organisasi masyarakat di desa sehingga dalam 
berkomunikasi dapat  mudah di pahami karena kepala desa dalam 
menyampaikan materi sistematis.  
2. Faktor penghambat serta solusi dari peran kepala desa dalam meningkatkan 
partisipasi masyarakat untuk pembangunan fisik di Kecamatan Kesesi 
Kabupaten Pekalongan, hambatan pertama adalah bentuk swadaya uang, 
masyarakat beranggapan bahwa sudah banyak bantuan-bantuan dari 
pemerintah pusat yang sangat besar dan bantuan dari dewan serta partisipasi 
dalam pemanfaatan dan menikmati hasil – hasil masih ada masyarakat yang 
acuh tak acuh, ada juga yang kurang memperhatikan dikarenakan rasa 
kesadaran yang masih kurang akan pentingnya pemeliharaan pembangunan 
yang sudahada. kemudian untuk sarana prasarana lingkungan masih adanya 
program yang belum terselesaikan, khususnya di desa Watupayung yang 
akses jalan utamanya masih sangat rusak. Selanjutnya sarana prasarana 
ekonomi belum adanya bank desa dan pasar desa, dan yang terakhir sarana 
prasarana kesehatan tidak adanya poliklinik desa untuk desa   Srinahan dan 
desa Krandon. Serta solusinya partisipasi masyarakat dalam swadaya uang, 
sebagai kepala desa yaitu selalu mendorong dan melakukan musyarawarah 
dengan tokoh masyarakat dan masyarakat agar mau di ajak kembali 
melakukan partisipasi terutama di dalam bentuk swadaya uang, karena 
dengan adanya swadaya uang ketika ada kebutuhan mendadak seperti 
pengatian lampu penerangan jalan dan kematian bisa di ambilkan dari uang 
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swadaya tersebut. Kemudian untuk solusi pemanfaatan dan menikmati hasil 
– hasil pembangunan, sebagai kepala desa yaitu membeikan pengertian – 
pengertian kepada masyarakat akan pentingnya pemeliharaan pembangunan 
yang sudah ada. Selanjunya solusi untuk sarana prasarana lingkungan 
khusunya masyarakat desa Watupayung yang merasa kurang puas akan 
jalan utama yang ada di desa yaitu dengan kepala desa berkoordinsi dengan 
pemkab untuk proses perbaikan jalan tersebut untuk segers di lakukan 
perbaikan. Adapun solusi untuk sarana prasarana ekonomi yaitu dengan 
selalu membimbing kelompok-kelompok yang ada agar tahu tentang bank 
desa dan mau membentuk bank desa supaya desa memiliki pendapatan 
tambahan. Dan yang terakhir solusi untuk sarana prasarana kesehatan yaitu 
dengan selalu mengupayakan sekuat mungkin supaya bisa mendapatkan dan 
membangun poliklinik desa. 
VI.2. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan penelitian maka peneliti memberikan 
rekomendasi (saran) sebagai berikut : 
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam 
bentuk swadaya uang. 
2.  Perlunya menyadarkan Masyarakat dalam pemeliharaan hasil 
pembangunan yang ada, khususnya pembangunan fisik berupa jalan, dan 
drainase. 
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3. Pemerintah desa sebaiknya mendirikan bank desa agar menambah 
penghasilan tambahan bagi desa guna memenuhi kebutuhan – kebutuhan 
desa. 
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4. akat desa dengan membangun poliklinik desa, agar masayarakat tidak 
perlu jauh untuk menikmati fasilitas kesehatan. 
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